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Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Anak Putus Sekolah
Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan mengenai Kebijakan
Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Di Desa Larangan Luar
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, penelitian ini akan menjawab
tentang Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus
sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu melalui observasi
dilapangan, wawancara dengan subjek yang telah ditentukan, serta dokumentasi
sebagai bukti/penunjang dalam penelitian tersebut, selain itu sebagai penunjang
sumber data dari paparan praktis juga menggunakan kajian pustaka, sedangkan
dalam menganalisa data penelitian mengunakan pemikiran teori fungsionalisme
struktural, karena dalam penelitian disini peneliti berfokus kepada Kebijakan
Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Di Desa Larangan Luar
Kecamatan Larangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Pamekasan, Kepala Kecamatan Larangan, Kepala Desa Larangan Luar dengan
melibatkan juga masyarakat.
Kabupaten Pamekasan meliputui diantaranya bekerja dengan Kepala desa
terutama dalam mencari anak putus sekolah yang ada di Desa, melakukan kerja
sama dalam budang publikasi dengan media online kabar Madura, mendukung
program sosialisasi pentingnya pendidikan. pemberian BSM biasanya oleh komite
sekolah dibagi rata sesuai keputusan yang telah disepakati, pemberian KIP.
sedangkan Kebijakan Kecamatan Larangan yaitu Mendukung penuh terhadap
program pemerintah dengan cara melakukan sosialisai kepada kepala desa untuk
mengelola keuangan dana Desa dengan baik khususnya dalam bidang pendidikan
Kebijakan lain juga dilakukan oleh kepala desa Larangan yaitu Bekerja sama
dengan kepala sekolah untuk jemput bola, Mengeluarkan surat keterangan tidak
mampu bagi mereka yang benar-benar membutuhkan Mendata anak yang layak
untuk mendapatkan bantuan dalam bidang pendidikan. Penyebab anak putus
sekolah di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
diantaranya faktor minimnya pendapatan (ekonomi) keluarga,  kurangnya
kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi generasi selanjutnya, adanya
budaya malas dari kalangan anak didik itu sendiri, serta kurangnya pemerataan
pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa Larangan Luar
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
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Pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan
primer, dimana orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan
setinggi mungkin dan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Seni. Hal ini dilakukan agar dapat mengarungi kehidupan yang serba canggih
dan dapat mengikuti kuatnya pengaruh globalisasi yang merembah seluruh
bidang kehidupan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai
salah satu investasi masa depan adalah suatu usaha yang sangat memegang
perenan penting. Pendidikan akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi
orang-orang yang cerdas dalam memenuhi dan memperjuangkan kehidupan.
Pendidikan merupakan pondasi utama kebudayaan untuk membangun
peradaban sebuah bangsa. Arti penting kesadaran pendidikan menentukan
kualitas kesejahteraan sosial lahir batin masa depan. Pendidikan memiliki
peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa
depan. Dirasakan atau tidak, pendidikan merupakan faktor penting dalam
memartabatkan negara maupun meningkatkan kemajuan secara majemuk sebuah
negara. Tanpa pendidikan, kemajuan sebuah bangsa akan semakin pudar tergerus
oleh maraknya perkembangan zaman yang menuntut pemahaman keilmuan yang
satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan taraf pendidikan tersebut.
































pendidikan esensinya merupakan perhatian terhadap martabat manusia. Hanya
dengan pandangan itulah pendidikan kita akan mengahasilkan pribadi-pribadi
yang beradab dan berbudaya dan anti kekerasan. Pribadi itulah yang akan
menentukan kelangsungan dan keberlanjutan masa depan bangsa dan Negara. 1
Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Indonesia
merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah guna memajukan
peradaban dan tingkat kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Rendahnya
tingkat pendidikan di Indonesia mendorong timbulnya berbagai permasalahan
sosial yang kian hari semakin meresahkan bangsa Indonesia. Salah satu faktor
yang dapat menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah
tingginya angka putus Sekolah anak usia produktif (usia Sekolah). Selain
tingginya angka putus Sekolah, rendahnya minat anak bahkan orang tua untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dirasakan masih
sangat kurang. Hal ini senada dengan hasil kajian Sukmadinata (1994) bahwa
faktor utama anak putus Sekolah adalah kesulitan ekonomi atau karena orang tua
tidak mampu menyediakan biaya bagi Sekolah anak-anaknya.di samping itu,
tidak jarang terjadi orang tua meminta anaknya berhenti Sekolah karen mereka
membutuhkan tenaga anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua.2
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembangunan
di segala bidang memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
1 Soimin,dkk. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Malang: Intrans Publishing, 2014), 31.
2 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 356.
































agar dapat menjadi insan-insan pembangunan yang profesional, bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, cerdas
dan terampil serta memiliki semangat kerja keras yang tinggi agar mampu
bersaing dalam dunia global untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan harus dipenuhi
agar setiap individu memiliki bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai
dalam kehidupannya. Pendidikan ini dapat diperoleh melalui proses belajar, baik
di lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Belajar
merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku
seseorang ke arah yang lebih baik. Sehingga pendidikan menjadi kunci dan
elemen penting bagi pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang, sebab
melalui pendidikan diharapkan setiap individu dapat meningkatkan kualitas
keberadaannya dan mampu beradaptasi dalam gerak pembangunan. Pendidikan
merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang dan mempersiapkan dunia
esok yang lebih baik. Kualitas pendidikan, relevansi, pemerataan dan efektifitas
pendidikan sebagai tuntutan nasional yang sejalan dengan perkembangan dan
kemajuan masyarakat berimplikasi nyata pada sistem pendidikan, program
pendidikan dan kurikulum pendidikan. Tujuan dari sistem pendidikan dapat
tercapai dengan baik jika programnya didesain secara jelas dan aplikatif.
Pembangunan kualitas SDM melalui pendidikan khususnya pada aspek
pemerataan, dalam perkembangannya secara empiris masih mengalami masalah-
masalah yang menghambat tercapainya tujuan program pendidikan nasional.
































Problematika pendidikan ini sudah menjadi masalah akut yang saling
mempengaruhi antara kualitas SDM, mutu pendidikan, dan pemerataan
pendidikan. Disamping masalah kualitas program pendidikan yang berpotensi
pada peningkatan kualitas output pendidikan/SDM, dunia pendidikan Indonesia
juga mengalami masalah pada aspek pemerataan dan relevansi pendidikan.
Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan.
Dunia pendidikan terus dihadapkan pada problematika ini dan membutuhkan
kepedulian, tanggung jawab serta cara-cara yang strategis untuk mengatasinya.
Peran pemerintah, masyarakat, keluarga dan institusi pendidikan merupakan
tanggung jawab yang sangat dibutuhkan demi tercapainya program-program
pemerintah dalam tujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas.
Melalui pendidikan dapat dikembangkan keterampilan yang produktif bagi
insan guna mempertahankan kehidupannya baik secara individu maupun
kelompok. Oleh karena itu anak-anak putus sekolah perlu mendapatkan perhatian
khusus  dari keluarga, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
mengingat anak-anak putus sekolah merupakan bagian integral dari generasi
penerus bangsa.  Kesuksesan suatu bangsa baik masa sekarang maupun masa
mendatang sangat ditentukan oleh generasi penerus bangsa yang berpendidikan,
memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan diri untuk membangun
bangsa dan negara.
Permasalahan dan penanggulangan anak-anak putus sekolah merupakan
tanggung jawab negara dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu solusi untuk
































membentuk, membangun dan mengarahkan mereka agar memiliki keperibadian
yang kuat, cerdas dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri
dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Adapun satu hal pokok di atas dapat menjadi satu alasan betapa rendahnya
tingkat pendidikan di Indonesia yang memang bila ditelaah lebih mendalam
bukan hanya pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat dan
tentunya para orang tua harus memahami benar betapa pentingnya pendidikan
untuk bekal hidup maupun sebagai anggota dalam sistem tatanan masyarakat
yang berbangsa dan bernegara.
Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana
dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jadi bagaimana
sekarang sikap pemerintah dan masyarakat harus dapat menyikapi hal tesebut,
karena secara tidak langsung orang yang tidak menyenyam pendidikan formal
akan dekat dengan kebodohan dan kemiskinan. Dampak kemiskinan itu terjadi
karena daya nalar orang dan mental orang yang tidak perpendidikan sangatlah
berbeda dengan orang yang berpendidikan.
Kelangsungan hidup bangsa kedepan berada ditangan anak-anak dimasa
sekarang. Jika menginginkan kesenangan dimasa yang akan datang maka anak
juga memperoleh haknya dimasa sekarang. Misalnya tempat bermain,
pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa
tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Anak merupakan bagian
































dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa. Disamping itu,
anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan
perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan agar supaya hak-haknya tidak
terabaikan. Pada kenyataan dimasyarakat tidak semua kebutuhan untuk anak
terpenuhi. Salah satunya dibidang pendidikan. Didalam pendidikan Terdapat
banyak anak putus Sekolah (formal). Keadaan lingkungan yang kurang
mendukung, ekonomi, geografi, sosial ekonomi menjadi faktor penyebab anak
putus Sekolah. Putus Sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan
pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk
dipecahkan.
Jika diperhatikan dan diamati permasalahan tersebut, mungkin ada banyak
faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau
yang putus Sekolah seperti diantaranya kesulitan ekenomi keluarga, keadaan
rumah tangga yang tidak berjalan baik, permasalahan lingkungan yang
mendorong anak untuk tidak bersemangat dalam mengikuti pendidikan, dan
kurangnya dorongan yang terdapat pada diri anak untuk bersekolah, dan faktor
yang paling penting yang datang dari institusi terkait, seperti Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota yang dalam pembuatan program dan pengelolaan pendidikannya
masih belum menunjukkan kualitas yang membanggakan, sehingga masih belum
tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran untuk bantuan pendidikan bagi
anak-anak putus Sekolah, serta hal-hal lain yang ikut berpengaruh, seperti
penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan di daerah terpencil
































atau daerah tertinggal. Hal ini memang terdengar sedikit miris. Ditambah lagi
saat ini pendidikan sudah didesentralisasikan. Dengan arti kata Kabupaten dan
Kota sudah memiliki wewenang dan tanggungjawab baik dalam segi jalannya
roda pemerintahan, maupun dukungan alokasi dana yang dapat membantu
menyelesaikan permasalahan tentang anak yang putus Sekolah.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta
mendorong keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu,
pemerintah memperluas cakupan pemberian bantuan tunai pendidikan melalui
Program Indonesia Pintar. Dengan cakupan yang lebih luas, Pemerintah berusaha
menjangkau anak putus Sekolah dari keluarga kurang mampu agar mau kembali
melanjutkan pendidikannya. Melalui Program Kartu Indonesia Pintar mencakup
anak luar Sekolah.  Program ini tidak hanya menyasar siswa Sekolah dan
madrasah, tapi juga akan diberikan kepada peserta didik yang terdaftar di pondok
pesantren. Para santri yang mengikuti pendidikan mengaji di pondok pesantren,
usia 16 hingga 21 tahun dan memenuhi kriteria, juga akan mendapatkan KIP,
sehingga berhak mendapatkan bantuan tunai pendidikan.3
Kebijakan pemerintah tentang Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep
“pendidikan dasar untuk semua” (universal basic education), yang pada
hakekatnya berarti penyediaan akses terhadap pendidikan yang sama untuk
semua anak. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk
3 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K . “Pemerintah Dorong Anak Putus
Sekolah Lanjut Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar”.  Diakses pada 09 Oktober 2017 . http//
putus sekolah/ - Artikel.html.
































bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari
tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9
Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Melalui
program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat
mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki
semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di
masyarakat.
Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus Sekolah dengan
memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  Tujuan program ini
untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan
meringankan siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan
dasar  yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9
tahun. Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun  kasus anak putus
Sekolah tetap masih ada.
Kabupaten Pamekasan, Madura, sudah lama mencanangkan sebagai Kota
Pendidikan.. Akan tetapi, masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar akan
pentingnya pendidikan. Hal ini Membuat DPRD setempat meminta Dinas
Pendidikan (Disdik) menekan siswa putus Sekolah. Ketua Komisi IV DPRD
Pamekasan, Apik mengatakan siswa lulusan SMP dan MTs ternyata masih
banyak yang tidak melanjutkan pendidikan di lembaga formal. Padahal
pendidikan sangat penting untuk masa depan anak. Pamekasan menyandang Kota
Pendidikan di Madura, sudah sewajarnya tidak ada lagi siswa atau anak yang
































putus Sekolah. Persoalan penekanan angka putus Sekolah ini menjadi tugas
Disdik.
Siswa yang putus Sekolah di Kabupaten Pamekasan merata di semua
Kecamatan. Mayoritas terdapat di wilayah tengah dan utara Kabupaten
Pamekasan. Banyak faktor yang menyebabkan siswa putus Sekolah, mulai dari
kesadaran akan pentingnya pendidikan baik dari orang tua maupun anak itu
sendiri sehingga setelah lulus SMP langsung bekerja.
Angka putus Sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur masih terbilang
tinggi meskipun masih ada penurunan di banding tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Tarsun (pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan ), penyebab masih
tingginya angka putus Sekolah karena banyak siswa yang memilih  bekerja
membantu orang tua, menikah dini, dan ada yang belajar di pondok pesantren
yang tidak memiliki pendidikan formal. Tarsun mengaku akan terus menekan
angka putus Sekolah di Pamekasan dengan meminta kepala Sekolah  melakukan
jemput bola agar anak bisa termotivasi untuk terus melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. 4
Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Anak Putus
Sekolah Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”.
4 Angka Putus Sekolah Harus Ditekan. (diakses pada tanggal 08 April  2017) http// putus sekolah/ -
Artikel.html.

































Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu Bagaimanakah kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi
Anak Putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten
Pamekasan?
C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah diambil maka dapat diketahui tujuan dari
penelitian ini yaitu Untuk mengetahui berbagai kebijakan pemerintah dalam
menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan.
D. Manfaat Penelitian
Berpijak pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, diharapkan hasil
penelitian ini dapat memberikan manfaat yang  dapat diaktualisasikan secara
aplikatif dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan sosial masyarakat,
khususnya di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu::
1. Secara Teoritis
Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada
penulis dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana kebijakan
pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah. Selain itu peneliti
berharap agar wawasan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan




































Bahwa dari hasil penelitian ini di harapkan bagi masyarakat khususnya
bagi masyarakat Desa Larangan Luar untuk tetap memberikan
motivasi dan dukungan kepada anak-anaknya supaya tidak ada lagi
anak-anak yang putus Sekolah dan kualitas pendidikan di Desa
Larangan Luar semakin membaik.
b. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan gambaran untuk melihat dan lebih memperhatikan
pendidikan terutama pendidikan yang ada di Desa Larangan Luar yang
masih banyak kekurangan dan perlu perhatian dari pemerintah baik
pemerintah Desa maupun pemerintah daerah terutama dalam




































Kebijakan adalah seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-
program, keputusan-keputusan, mengahadirkan sejumlah pengaruh, serta
undang-undang atau peraturan-peraturan. 5
Makna dari sebuah gagasan pendidikan adalah seperangkat aksi atau
rencana yang mengandung tujuan politik. Sebuah kebijakan merupakan
usaha untuk mendifinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan
atau tidak melakukan suatu tindakan.6
Koontz dan O’Donell mengemukakan kebijakan adalah pernyataan
atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil
keputusan yang memilki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan
keputusan. Sedangkan menurut Anderson kebijakan merupakan bagian
dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang
berhubungan dengan dana, tenaga maupun waktu untuk mencapai tujuan.7
2. Pemerintah
Secara umum, Pemerintah adalah organisasi yang memiliki
kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum
dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang
berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah merupakan sebuah
organisasi yang memiliki: 1.) otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
5 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer (Malang: UIN Maliki Press, 2010),
6 Tri Wibowo Budi Santoso, Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta:
Kencana, 2006), 15.
7 Aimee Henne, dkk. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik (Bandung : PT Refika Aditama,
2010), 62 – 63.
































2.) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik; 3.) apparatus
yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan
kekuasaan; 4.) kekuasaan untuk mebuat peraturan perundang-undangan
yang digunakan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan
administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. 8
Dalam penelitian ini pemerintah yang dimaksud oleh penenliti adalah
pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Pemerintah daearah adalah
penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pmerintahan dalam bidang ini
adalah Dinas pendidikan kabupaten pamekasan selaku pemilik otoritas
dalam bidang pendidikan di kabupaten pamekasan.
3. Anak
Anak Artinya orang atau binatang yang baru di teteskan. Anak adalah
turunan kedua sesudah orang yang dilahirkan.9
Menurut UU RI nomor 23 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1,
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia
anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.
8 Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),16.
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses 8 Oktober 2017, http://kbbi.web.id/anak.

































Putus Sekolah adalah predikat yang diberikan kepada mantan peserta
didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan,
sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
selanjutnya.10
F. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab dan sub bab untuk
memudahkan dalam penulisan agar runtut dan mudah dipahami. Adapun
sistematikanya yaitu sebagai berikut:
1. Bab I : Pendahuluan
Peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah yang di
teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
konseptual, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, subyek
penelitian, jenis dan sumberdata, tahap-tahap penelitian, tehnik
pengumpulan data, tehnik analisa data dan tehnik keabsahan data ) dan
sistematika pembahasan.
2. Bab II: Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah
Dalam Tinjauan Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parson
Dalam bab ini Meliputi kajian pustaka (beberapa referensi yang di
gunakan untuk menelaah obyek kajian), kajian teori (teori yang digunakan
untuk menganalisis masalah penelitian), dan peneliti terdahulu yang
10 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 71.
































relevan dengan penelitian Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi
anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan
3. Bab III : Metode Penelitian
Peneliti menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan
penelitian untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi
anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan.
4. Bab IV: Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Anak Putus
Sekolah Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten
Pamekasan Dalam Tinjauan Teori Fungsionalisme Struktural Talcot
Parson
peneliti menjelaskan bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam
menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan ini di tinjau dari Teori yang digunakan
peneliti. Selain itu, Peneliti memberikan juga memberi gambaran tentang
data-data yang di peroleh, laporan hasil pengamatan, profil masyarakat,
kehidupan sosial masyarakat yang berada di lokasi penelitian, serta
berbagai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan anak putus
Sekolah. Penyajian data dapat berupa tertulis atau dapat juga di sertakan
gambar. Sedangkan analisis data dapat di gambarkan berbagai macam
data-data yang kemudian di tulis dalam analisis deskriptif.
































5. Bab V: Penutup
Peneliti menuliskan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian atau
hasil temuan peneliti dan memberikan rekomendasi atau saran-saran
peneliti.

































KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ANAK PUTUS
SEKOLAH DALAM TINJAUAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL
TALCOT PARSON
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu perlu diacu dengan tujuan agar peneliti mampu melihat
letak penelitiannya dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang lainnya adalah pada objek penelitian atau
fokus penelitian atau sasaran penelitian yang tergambarkan dalam rumusan
masalah penelitian dan hasil penelitiannya, selengkapnya dapat dilihat pada
uraian dibawah ini:
1. Jurnal berjudul “Strategi Kebijakan Kota Surabaya Dalam Menangani
Anak Putus Sekolah” yang disusun oleh Murnianti tahun 2015. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan
pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan menggunakan kombinasi
strategi ekspansi dan transformasi. Dimana strategi ini memang ditujukan
bagi peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana yang berdampak
mampu memberii sentuhan warna masa depan keorganisasian yang
selaras zaman. Dikombinasikan dengan adanya kebutuhan dari
organisasi untuk memenuhi   tekanan internal dan eksternal yang
pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental.
































Strategi ekspansi berupa kebijakan preventif atau pencegahan anak agar
tidak sampai putus Sekolah seperti Beasiswa BOPDA, jalur masuk
Mitra Warga. Untuk strategi transformasi memberikan fasilitas
program non formal seperti PKBM, Kejar Paket.
Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-
sama menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanggulangan
anak putus Sekolah.
Perbedaan: perbedaan tersebut terletak dalam ruang lingkup kajian
penelitiannya. Dimana kalau penelitian ini terletak di Kota
Surabaya yang memang terkenal telah maju dan metropolis,
sedangkan penelitian saya hanya pada lingkup pedesaan saja
yang mana saat ini khususnya dalam penetapan kebijakan
pendidikan lebih banyak menguntungkan pada daerah
perkotaan saja. Anak yang putus Sekolahpun seringkali lebih
banyak di daerah pedesaan di bandingkan dengan perkotaan
yang salah satu faktornya karena tingkat kesadaran
masyarakat Desa yang masih minim khusunya dalam hal
pendidikan. Selain itu dalam penelitian ini peneliti ingin
mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah pemerintah
daerah desa Larangan Luar ini terutama Kabupaten
pamekasan melakukan kebijakan penanganan anak sekolah,
































agar citra pamekasan yang telah dinobatkan sebagai kota
pendidikan dapat dipertahnkan dengan baik.
2. Tesis berjudul “Perencanaan Penanggulangan Siswa Putus Sekolah
Pada Tingkat Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Agam
Sumatera” yang disusun oleh Jeki . Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa jenis kelamin, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan orang
tua, pendapatan perbulan dari pekerjaan utama orang tua, usia kawin
ibu, dan keikutsertaan orang tua dalam KB memperlihatkan hasil yang
signifikan. Dari analisis peramalan didapat 11 tahun dari tahun 2005
Kabupaten Agam tidak akan ada lagi siswa yang  putus Sekolah
dimana dapat dicapai dengan 3 skenario yaitu moderat, pesimis dan
optimis. Oleh sebab itu upaya pemerintah untuk mengatasi siswa putus
Sekolah pada tingkat pendidikan wajib belajar 9 tahun, antara lain
dengan mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan dasar,
memberikan beasiswa dan mengawasi pelaksanaan biaya operasional
Sekolah (BOS).
Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dalam
hal objek kajiannya, sama-sama untuk mengetahui kebijakan
pemerintah dalam penanggulangan anak putus Sekolah
berupa beberapa program yang direncanakan oleh
pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah.
































Perbedaan: perbedaan tersebut terletak dalam kajian penelitiannya.
Dimana kalau penelitian ini terletak lebih menitikberatkan
pada faktor penyebab anak putus Sekolah sehingga bisa
dilakukan berbagai perencanaan penanggulangan anak
miskin berdasarkan faktor penyebab anak putus Sekolah
tersebut. Sedangkan penelitian saya bukan hanya pada faktor
dan perencanaannya, melainkan bagaimanakah pemerintah
dan juga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengentasan
ini sehingga anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar ini
dapat diminimalisir.
3. Skripsi berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Anak Putus
Sekolah Di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten
Pamekasan (Suatu Kajian Terhadap Faktor-Faktor Geografis Dan Sosial
Ekonomi)” yang disusun Agoes Soebijanto pada tahun 2008. Hasil
penelitian diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara anak
putus Sekolah dengan jarak (faktor geografis), hal ini dibuktikan dengan
hasil perhitungan chi kuadrat dimana X2 hitung 29,954>28,869 X2 tabel
pada dk 18 dan harga koefisien kontingensi sebesar 0,721, terdapat
hubungan yang signifikan antara anak putus Sekolah dengan pendidikan
orang tua hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan chi kuadrat dimana
X2 hitung 26,630>9,488 X2 tabel pada dk 4 dan harga koefisien
kontingensi sebesar 0,698, terdapat hubungan yang signifikan antara anak
































putus Sekolah dengan pekerjaan orang tua hal ini dibuktikan dengan hasil
perhitungan chi kuadrat dimana X2 hitung 26,846>12,592 X2 tabel pada
dk 18 dan harga koefisien kontingensi sebesar 0,700, terdapat hubungan
yang signifikan antara anak putus Sekolah dengan pendapatan orang tua
hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan chi kuadrat dimana X2 hitung
27,442>15,507 X2 tabel pada dk 18 dan harga koefisien kontingensi
sebesar 0,704 dan terdapat hubungan yang signifikan antara anak putus
Sekolah dengan jumlah beban tanggungan keluarga hal ini dibuktikan
dengan hasil perhitungan chi kuadrat dimana X2 hitung 26,057>18,307
X2 tabel pada dk 18 dan harga koefisien kontingensi sebesar 0,694 (faktor
sosial ekonomi).
Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-
sama membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak
di peDesaan putus Sekolah
Perbedaan: perbedaan tersebut terletak dalam kajian penelitiannya.
Dimana kalau penelitian ini hanya fokus pada faktor
penyebab anak putus Sekolah saja tanpa membahas lebih
mendalam tentang kebijakan pemerintah dalam
penanggulangan anak putus Sekolah. Sedangkan penelitian
saya bukan hanya pada faktor penyebab anak putus Sekolah
saja, melainkan bagaimanakah pemerintah daerah pada
khususnya membuat suatu kebijakan yang bisa
































mengentaskan anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar
ini, dimana dalam penanggulangan ini melibatkan partisipasi
masyarakat setempat.
B. Tinjauan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Anak Putus sekolah
1. Kebijakan Pemerintah dalam pendidikan
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan berkaitan erat dengan
kebijakan public. Kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat
saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut
masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Karena itu tidak terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek
penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan
pemerintah.
Kata kebijakan terjemahan dari kata policy. Kata policy berasal dari
bahasa yunani dan sanskerta latin (Dunn, 1998:51). Akar kata dalam bahasa
yunani dan sanskerta, polis (Negara kota) dan pur (kota), dikembangkan ke
dalam bahasa latin menjadi politea (negara) dan akhirnya dalam bahasa
inggris pada abad pertengahan dikenal dengan policy, yang berarti menangani
masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan. Policy pada
hakekatnya berarti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk
mengupayakan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan warga kota atau
masyarakat (Bonum commune).
































Kebiajkan public sangat erat dengan putusan pemerintahan dalam hal
pembangunan. Kebijakan public menjadi penting apabila kebijakan tersebut
dijalankan atau diimplementasikan.11 Istilah kebijakan pendidikan banyak
dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (educational planning),
rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan
pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of
education), serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut.12
Suatu kebijakan dapat diambil dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi
oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripansi antara
dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein). Sedangkan
kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan
kesenjangan (descripansi) atau mendekatkan antara dunia cita-citadengan
dunia nyata tersebut.13
Masalah yang dihadapi masing-masing suatu bangsa sangat beragam
dengan bobot kesulitan yang beragam pula. Bangsa Indonesia sebagai salah
satu bangsa di dunia juga menghadapi masalah dalam bidang pendidikan.
Masalah yang dihadapi bangsa indonesia ini mencakup lima pokok masalah,
yaitu:
1. Masalah pemerataan pendidikan
11 Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 83.
12 Arif Rohman,Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2012), 85.
13 Ibid, 87.
































Permasalahan pemmerataan penddikan muncul karena dalam UUD
1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak
mendapatkan pengajaran/ pendidikan. Dengan dasar inilah pemerintah
berkewajiban menyediakan layanan pendidikan seluas-luasnya kepada
semua warga negara tanpa ada diskriminasi.
2. Masalah daya tampung pendidikan
Permasalahan daya tampung pendidikan juga dialami bangsa
Indonesia yaitu ketika sejak tahun 1960-an terjadi baby boom yang
masalahnya baru dirasakan pada tahun 1970-an, bahkan sampai
sekarang. Masalah daya tampung adalah permasalahan yang berkaitan
dengan tingginya jumlah anak usia sekolah yang kurang diimangi
dengan ketersediannya jumlah sekolah yang ada. Sehingga tidak semua
anak usia sekolah ditampung untuk masuk sekolah.
3. Masalah relevansi pendidikan
Permasalahan relevansi pendidikan dirasakan bangsa Indonesia
ketika terjadi ketidakcocokan antara isi pendidikan dengan realitas
kebutuhan masyarakat. Permasalahan ini dapat ditandai dengan
rendahnya lulusan sekolah (rate of return). Hal ini berimbas pada
adaptasi dengan tuntutan dunia kerja. Alhasil, banyak lulusan sekolah
yang tidak dapat diserap oleh dunia kerja.
4. Masalah kualitas pendidikan,
































Permasalahn kualitas pendidikan juga tidak kalah sulitnya
dibandingkan dengan masalah yang disebutkan sebelumnya. Indikator
paling nyata dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah
rendahnya perolehan hasil ujian belajar siswa. Beberapa penelitian yang
dilakukan Balitbang Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan
perolehan Nilai Evaluasi Murni (NEM) siswa untuk semua jenjang
sekolah masih tergolong rendah.14
5. Masalah efesiensi dan efektifitas pendidikan.15
Permasalahan efesiensi dan efektifitas pendidikan merupakan suatu
masalah yang memiliki suatu cakupan yang sangat luas. Efesiensi
pendidikan adalah tercapinya maksimalisasi tujuan pendidikan dengan
pengorbanan yang minimal. Sedangkan efektifitas pendidikan adalah
tercapainya tujuan pendidikan secara baik dan memadai. Dengan
demikian apabila suatu pendidikan dapat berlangsung secara efesien
dan efektif, berarti tujuan pendidikan dapat dicapai dengan bagus dan
terlaksana tanpa adanya pengorbanan.
Secara teoretik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan
mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik.
Sebelum merumuskan kebijakan pendidikan, maka seorang perumus
14 Ace Suryadi dan HAR Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar (Bandung: Rosda
Karya, 1994), 31
15 Suryati Sidharto, Pembaharuan Pendidikan dan Latar Belakangnya, dalam Dirto Hadisusanto,
Pengantar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1995), 202.
































kebijakan umumnya mempertimbangkan terhadap aneka komponen suatu
kebijakan pendidikan. Komponen-komponen dari suatu kebijakan pendidikan
mencakup lima hal penting, yaitu: tujuan (goal), rencana (plan), program
(prorgramme), keputusan (decision), dan dampak (effects).16
Perumusan kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan:
perumusan kebijakan pendidikan, legitimasi kebijakan pendidikan,
komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan
pendidikan, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, dan evaluasi
kebijakan pendidikan.17
Kebijakan pemerintah bisa meliputi berbagai aspek kehidupan,
diantaranya kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan. Salah satu bentuk
kebijakan pemerintah dalam pendidikan yaitu dengan adanya system
desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan
sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di
bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat
kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud
dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan
pendidikan.
16 Arif Rohman,Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2012), 94.
17 Ali Imron, Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk, Dan Masa Depannya (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), 31.
































Dengan adanya desentralisasi pendidikan, maka segala hal yang
berhubungan dengan manajemen pendidikan dapat dikelola dan dilaksanakan
oleh tingkat daerah sampai kepada masyarakat. Bila dirinci, kewenangan di
bidang pendidikan ini dapat mencakup mulai dari kewenangan merumuskan
atau membuat kebijakan nasional di bidang pendidikan, melaksanakan
kebijaksanaan nasional, dan mengevaluasi atau memonitor kebijaksanaan
nasional tersebut. Meski begitu, tidak seluruh kewenangan tersebut dapat
didesentralisasikan. Kewenangan perumusan atau pembuatan kebijaksanaan
nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan pokok
tentang jenjang pendidikan, taksonomi ilmu yang dikembangkan dan
diajarkan dalam jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru,
persyaratan tentang guru pendidik di setiap jenjang pendidikan, dan kegiatan-
kegiatan strategis lainnya yang dipandang lebih efektif, efisien, dan tepat jika
tidak didesentralisasikan barangkali masih dilakukan dan diperlukan
sentralisasi. Sedangkan kewenangan implementasi dilaksanakan oleh
pemerintah daerah atau masyarakat. Dalam hal-hal tertentu yang
spesifikasinya memerlukan penanganan khusus, pemerintah pusat masih
berwenang melaksanakan sendiri. Demikian pula hal-hal yang bertalian
dengan evaluasi kebijaksanaan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat dan
bisa pula diserahkan atau didesentralisasikan ke unit bawah, di daerah atau
kepada masyarakat. Demikian juga kewenangan pembuatan kebijaksanaan
dan yang berdimensi daerah atau lokal serta pelaksanaan dan evaluasinya
































tidak perlu lagi diintervensi dan dilakukan pusat, melainkan bisa secara
didesentralisasikan.18
Desentralisasi pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau
intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan
yang sepatutnya bisa diputus dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah atau
pemerintah daerah, atau masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bisa
memberdayakan peran unit di bawah atau peran rakyat dan masyarakat
daerah.
Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu:
a. Desentralisasi wewenangan di sektor pendidikan dalam hal
kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik);
b. Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian
kewenangan yang lebih besar di tingkat Sekolah.
Dapat diartikan bahwa program desentralisasi pendidikan merupakan jalan
yang terang bagi pemerintahan Kabupaten dan kota dalam menyikapi segala
permasalahan yang ada, baik itu dalam pemerintahan, maupun dalam bindang
pendidikan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan dapat membuat
program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
18 Nurman, Strategi Pembangunan Daerah (Pekan Baru: PT. Raja Grafindo, 2015), 72.
































Sehingga tidak ada lagi ungkapan yang menyatakan bahwa pendidikan yang
maju adalah pendidikan yang berada di pusat (ibu kota negera).
Implementasi pendidikan merupakan suatu proses politik dan
administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas
bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-
program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk
mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat
pokok bagi implementasi kebijakan pendidikan.19 Tanpa adanya syarat-syarat
tersebut, maka kebijakan pendidikan boleh dikatakan sekedar retorika politik
atau slogan politik.
Menurut pandangan ahli-ahli dalam ilmu sosial, proses implementasi
suatu kebijakan pendidikan berlangsung lebih rumit dan komlek dibandingkan
dengan proses perumusannya. Proses implementasi pendidikan melibatkan
perangkat politik, sosial, hokum, maupun administratif/ organisasi dalam
rangka mencapai suksesnya implentasi pendidikan tersebut.20
Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan
dalam proses implementasi, yaitu: faktor yang terletak pada rumusan
19 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer (Malang: UIN-Maliki Press,
2010), 6.
20 Arif Rohman,Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2012), 105.
































kebijakan, faktor yang terletak pada personil pelaksana, dan faktor yang
terletak pada system organisasi pelaksana.21
2. Pentingnya Penanggulangan Anak Putus Sekolah
Manusia pada hakekatnya adalah makluk yang dapat dididik. Disamping
itu menurut lengeveld manusia itu adalah animal educandum artinya manusia
itu pada hakekatnya adalah makluk yang harus dididik, dan educandus
artinya manusia adalah makluk yang bukan hanya harus dididik dan dapat
dididik tetapi juga dapat mendidik.. Dari kedua istilah tersebut dijelaskan
bahwa pendidikan itu merupakan keharusan mutlak pada manusia atau
pendidikan itu merupakan gejala yang layak dan sepatutnya ada pada
manusia.22
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS :
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.23
Dari pengertian tersebut, pendidikan merupakan upaya yang terorganisir.
memiliki makna bahwa pendidikan dilakukan oleh usaha sadar manusia
dengan dasar dan tujuan yang jelas. Ada tahapannya dan ada komitmen
bersama didalam proses pendidikan itu. Berencana mengandung arti bahwa
21 Arif Rohman,Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2012), 115.
22 Madya Eko Susilo, Dasar-Dasar Pendidikan (Semarang: Effhar Offset, 1993), 12.
23 UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
































pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu proses perhitungan
yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Berlangsung
kontinyu artinya pendidikan itu terus menerus sepanjang hayat. Selama
manusia hidup proses pendidikan itu akan tetap dibutuhkan.
Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno yaitu:
“Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk mewujudkan perkembangan
budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek), dan jasmani anak, menuju
kearah menuju kedewasaan dalam arti kesempurnaan hidup yakni kehidupan
dan penghidupan anak-anak yang selaras dengan alamnya dan masyarakat”.24
Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap
manusia dimuka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan
manusia. Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat menolak efek dari
penerapan pendidikan. Pendidikan diambil dari kata dasar didik, yang
ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik berarti memlihara atau
memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian ini
didapat beberapa hal yang berhubungan dengan Pendidikan.
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu
usaha manusia untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau
sekolompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan latihan.25 Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha manusia
untuk memanusiakan  manusia itu sendiri. Dalam penididkan terdapat dua
subjek pokok yang saling berinteraksi. Kedua subjek itu adalah pendidik dan
24 Abu Ahmadi.dkk., Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 69.
25 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 1997), 417.
































subjek didik. Subjek-subjek itu tidak harus selalu manusia, tetapi dapat berupa
media atau alat-alat pendidikan. Sehingga pada pendidikan terjadi interaksi
antara pendidik dengan subjek didik guna mencapai tujuan pendidikan.
Pendidikan formal adalah segala bentuk pendidikan atau pelatihan yang
diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik bersifat umum maupun
bersifat khusus. Contohnya adalah pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan
tinggi negeri ataupun swasta. Pendidikan Informal dalah jenis pendidikan atau
pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarkat yang
diselenggarakan tanpa ada organisasi tertentu(bukan organisasi). Pendidkan
nonformal adalah segala bentuk pendidikan yan diberikan secara terorganisasi
tetapi diluar wadah pendidikan formal.
C. Teori Fungsionalisme Struktural – Talcot Parson
Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi
dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur
dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan
masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen
konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.
Hingga pertengahan abad, fungsionalisme menjadi teori yang dominan dalam
perspektif sosiologi. Teori fungsional menjadi karya Talcott Parsons dan Robert
Merton dibawah pengaruh tokoh – tokoh yang telah dibahas diatas. Sebagai ahli
teori yang paling mencolok di jamannya, Talcott Parson menimbulkan
kontroversi atas pendekatan fungsionalisme yang ia gulirkan. Parson berhasil
































mempertahankan fungsionalisme hingga lebih dari dua setengah abad sejak ia
mempublikasikan The Structure of Social Action pada tahun 1937. Dalam
karyanya ini Parson membangun teori sosiologinya melalui “analytical realism”,
maksudnya adalah teori sosiologi harus menggunakan konsep-konsep tertentu
yang memadai dalam melingkupi dunia luar. Konsep-consep ini tidak
bertanggungjawab pada fenomena konkrit, tapi kepada elemen-elemen di
dalamnya yang secara analitis dapat dipisahkan dari elemen-elemen lainnya. Oleh
karenanya, teori harus melibatkan perkembangan dari konsep-konsep yang
diringkas dari kenyataan empiric, tentunya dengan segala keanekaragaman dan
kebingungan-kebingungan yang menyertainya. Dengan cara ini, konsep akan
mengisolasi fenomena yang melekat erat pada hubungan kompleks yang
membangun realita sosial. Keunikan realism analitik Parson ini terletak pada
penekanan tentang bagaimana konsep abstrak ini dipakai dalam analisis
sosiologi. Sehingga yang di dapat adalah organisasi konsep dalam bentuk sistem
analisis yang mencakup persoalan dunia tanpa terganggu oleh detail empiris.
Sistem tindakan diperkenalkan parson dengan skema AGILnya yang terkenal.
Parson meyakini bahwa terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan,
yakni Adaptation, Goal Atainment, Integration, Latency. Sistem tindakan hanya
akan bertahan jika memeninuhi empat kriteria ini. Dalam karya berikutnya , The
Sociasl System, Parson melihat aktor sebagai orientasi pada situasi dalam istilah
motivasi dan nilai-nilai. Terdapat berberapa macam motivasi, antara lain kognitif,
chatectic, dan evaluative. Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggungjawab
































terhadap sistem sosoial ini, antara lain nilai kognisi, apresiasi, dan moral. Parson
sendiri menyebutnya sebagai modes of orientation. Unit tindakan oleh karenaya
melibatkan motivasi dan orientasi nilai dan memiliki tujuan umum sebagai
konsekuensi kombinasi dari nilai dan motivasi-motivasi tersebut terhadap
seorang aktor.
Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam
sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari
bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak
dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian,
perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak-
seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain
Talcott Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan mutlak yang harus ada
supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebut
AGIL, AGIL adalah singkatan dari Adaftation (A), Goal Attaiment (G),
Integration (I), dan latency (pattern maintenance) (L).
Demi kelangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-
fungsi tersebut, yakni:
a. Adaptasi (adaftation): supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu
menyesuaiakan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan
dengan dirinya.
































b. Pencapaian tujuan (goal attaiment): sebuah sistem harus mampu
menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah di
rumuskan itu.
c. Integrasi (integration): masyarakat harus mengatur hubungan diantara
komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.
d. Latensi (Latency) atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: setiap
masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik
individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan
mempertahankan motifasi-motifasi itu. 26
Anggapan yang mendasari pemikiran Talcot Parson ini yaitu:27
a. Masyarakat haruslah dilihat sebagai sebuah system daripada bagian-
bagian yang saling berhubungan satu sama lain
b. Hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut
adalah bersifat timbal balik
c. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna,
namun secar fundamental system sosial selalu cenderung ke arah
ekuilibrium yang bersifat dinamis dalam menanggapi perubahan-
perubahan yang datang dari luar
26 George Ritzer,dkk. Teori Sosiologi (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), hal. 256
27 I.B. Irawan. Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma (Jakarta: kencana prenada media group, 2013), 53-
54.
































d. Sekalipun disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan senantiasa terjadi
juga, akan tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya
akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses
instituonalisasi.
e. Perubahan-perubahan di dalam system sosial pada umumnya terjadi secara
gradual, melalui penyesuaian dan proses instituonalisasi.
f. Pada dasarnya perubahan sosial timbul dan terjadi melalui tiga macam
kemungkinan, yaitu:
1.) Penyesuaian yang dilakukan oleh system sosial tersebut terhadap
perubahan yang datang dari luar
2.) Pertumbuhan melalui proses diferensiasi structural dan fungsional
3.) Penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
g. Faktor paling penting yang memilki daya mengintegrasikan suatu system
sosial adalah consensus di antara para anggota masyarakat mengenai
masyarakat-masyarakat tertentu.
Teori structural fungsional membahas perilaku manusia dalam konteks
organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam (dapat
mempertahankan) kondisi keseimbangan dalam organisasi/ masyarakat.
Persoalan mendasar yang dihadapi setiap organism sosial adalah bagaimana agar
































tetap dapat bertahan dan pola interaksi antar subsistem yang terjadi di dalamnya
dapat mempertahnkan keutuhan system tersebut. 28
Jika Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah di Desa
Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini dikaitkan dengan
teori fungsionalisme structural karya Talcot Parson ini, maka dapat dikatakan
bahwa dalam menanggulangi putus Sekolah pemerintah Kabupaten Pamekasan
khsususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan harus mampu bekerja sama
yang baik dengan pemerintah Kecamatan larangan dan juga tidak lepas pula
mengikutsertakan jajaran pemerintahan Desa Larangan khususnya masyarakat
Desa larangan agar tujuan awal (goal attainment) yang dalam hal ini
menanggulangi anak putus Sekolah dapat berjalan dengan baik. Hal ini
dikarenakan jika ada salah satu struktur masyarakat yang tidak berintegrasi
(Integration) dengan baik maka tujuan untuk menanggulangi anak putus Sekolah
akan gagal atau tidak berjalan dengan baik.
28 Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), 20



































Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data
deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengexplorasi dan
memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan,
berfokus pada makna individual dan menterjemahkan kompleksitas suatu
persoalan.29
Penelitian ini memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai
fenomena. Dari ciri yang demikian memungkinkan studi ini dapat amat
mendalam dan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan
dalam penelitian model ini. Karena itu, penelitian ini bersifat mendalam dan
“menusuk” sasaran penelitian.30
Strauss dan Corbin dalam buku Basics of Qualitative Research menyebutkan
bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak
diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya
dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang,
29 John W.Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Edisi Ketiga, 2009), 5.
30M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 68.
































disamping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan
timbal balik.31
Kebijakan pemerintah baik tingkat kabupaten, kecamatan, ataupun Desa
dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan ini  merupakan pusat peneliti dalam penelitian
yang telah dilakukan, khususnya adalah implementasi kebijakan yang dialakukan
pemerintah yang mana penanggulangan anak putus sekolah terbentuk dari
adanya kebijakan tersebut. Hal terkecil apapun terkait dengan kebijakan  menjadi
bahasan peneliti. Penelitian yang telah dilakukan, juga dipakai dalam tujuan
menggali informasi dan menjawab  atas  pertanyaan  rumusan masalah yang
peneliti ulas dan deskripsikan secara mendalam untuk mengetahui makna dari hal
tersebut.
Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai suatu
keutuhan,  mengandalkan  manusia  sebagai  alat  penelitian (Dalam penelitian
kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri),
memanfaatkan  metode  kualitatif,  lebih  mementingkan proses  dari pada hasil,
membatasi seperangkat kriteria  untuk  memberikan  keabsahan  dan hasil
penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dengan subyek
yang diteliti.32
31Alselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and
Techniques, Penj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003),
4-5
32Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alvabeta, 2010), 1.
































Penelitian ini tidak hendak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil
penelitian maka besarnya sampel tidak menjadi hal yang utama. Akan tetapi yang
lebih penting adalah variasi data yang diperoleh dari informan yang menjadi
sasaran dalam penelitian ini.33 Penelitian kualitatif ini berfungsi menetapkan
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsikan data dan
terakhir adalah membuat kesimpulan atas temuannya.34
Variasi data yang diperoleh dari informan yang menjadi sasaran peneliti
sangat penting dalam penelitian ini. Karena bagaimanapun, peneliti tidak
membuat generalisasi dalam hasil penelitian, tetapi variasi data yang berbeda dari
setiap informan yang memudahkan peneliti menganalisa dan mendapatkan
makna yang beragam pada setiap informan. Bentuk  penelitian  ini  akan  mampu
mengungkapkan  berbagi informasi kualitatif dengan deskriptif yang mampu
memberikan gambaran realitas sosial sebagaimana adanya dan relatif utuh.
Adapun ciri-ciri pokok dari metode deskriptif adalah :
a. Memusatkan  perhatian  pada  masalah-masalah  yang ada  pada  saat
penelitian dilakukan  (saat  sekarang)  atau  masalah-masalah  yang
aktual.
b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki
sebagimana adanya, diiringi interpretasi rasional.
33Sutinah & Emy Susanti, Laporan Penelitian Dosen Muda (Surabaya: Lembaga Penelitian Dosen
Muda, 2001), 10.
34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alvabeta, 2010), 222.
































Jenis data dalam penelitian kualitatif menurut sumbernya dibagi menjadi dua
yaitu data primer dan data skunder. Data primer merupakan data diperoleh secara
langsung dari sumbernya yang diamati, dicatat, pada saat pertama kali,
sedangkan data skunder merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti
dengan menganalisa suatu permasalahan secra lebih rincidengan maksud bisa
menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian.35
Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam dua macam data tersebut yaitu:
a. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil yang diperoleh dari
wawancara secara langsung dengan informan yaitu pemerintah
Kabupaten Pamekasan, pemerintah tingkat Kecamatan, pemerintah
tingkat Desa beserta masyarakat Desa Larangan Luar dengan data
yang dicari peneliti yaitu kebijakan pemerintah  serta pandangan
masyarakat terhadap anak putus Sekolah.
b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penjelasan-
penjelasan teoritis yang berkaitan dengan tema penelitian dengan
mengambil dari berbagai referensi pustaka. Data sekunder ini dapat
memberikan keterangan atau pelengkap data sebagai bahan
pembanding.
Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif
dikarenakan peneliti ingin menyajikan data konteks penelitian yang diperoleh
dari informan dan key informan mengenai kebijakan pemerintah dalam
35 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.
































menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan secara naratif-deskriptif agar lebih mudah untuk dipahami
oleh peneliti ataupun oleh para pembaca.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus
Sekolah ini akan dilakukan di beberapa instansi pemerintah diantaranya:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di Jl. Raya
Proppo Pamekasan.
b. Kantor Kecamatan Larangan yang berlokasi di Jl. Raya Sumenep.
c. Balai Desa Larangan Luar yang berlokasi di JL. Raya Kadur
d. Penelitian ini juga akan dilakukan di Desa Larangan Luar Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan.
Alasan peneliti mengambil tempat penelitian sesuai yang tertera di atas
dikarenakan peneliti akan meneliti lebih mendalam mengenai suatu kebijakan,
dimana kebijakan tersebut tidak terlepas dari adanya pembuat kebijakan selaku
pemilik otoritas. Peneliti juga memusatkan penelitian ini di Desa Larangan luar
dikarenakan desa ini merupakan salah satu desa di kabupaten pamekasan
berlokasi di Kecamatan Larangan yang masih banyak ditemukan di dalamnya
anak putus Sekolah, padahal Kabupaten Pamekasan sendiri merupakan
kabupaten di Madura yang menyandang sebagai Kota pendidikan, maka sudah
selayaknya tidak ada anak putus sekolah di Pamekasan ini sehingga citra
pamekasan dapat dipertahankan.
































Penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam
Menanggulangi Anak Putus Sekolah di Desa Larangan Luar kecamatan Larangan
kabupaten Pamekasan ini akan berlangsung sejak tanggal 1 November- 30
Desember 2017.
C. Pemilihan Subyek Penelitian
Di dalam menentukan dan menemukan informan peneliti menggunakan
prosedur purposif sebagai strategi untuk menentukan informan yang akan di
teliti. Prosedur purposif merupakan salah satu strategi menentukan informan
yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok
peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan
dengan masalah penelitian.36
Subyek penilitian merupakan faktor terpenting dalam penggalian data secara
mendalam. Melihat berbagai jenis data yang ingin dicari dan diketahui oleh
peneliti, maka peneliti menyiapkan sasaran penelitian, dalam tahap ini peneliti
memilih subyek penelitian yaitu:
a. Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan
b. Kepala Kecamatan Larangan
c. Kepala Desa Larangan Luar
d. Masyarakat Desa Larangan Luar yang kaya ataupun yang miskin
e. Anak putus Sekolah
36 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 107.


































No Nama Jabatan Data yang ingin dicari



























































































































Keterangan: nama-nama masyarakat larangan Luar baik yang kaya
ataupun yang misikin telah penelti tulis dalam nama samaran untuk
menjaga privasi narasumber.
D. Tahap-Tahap Penelitian
Dalam penelitian tentunya ada tahapan-tahapan penelitian yang mana untuk
mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tahap-tahap
penelitian sebagai berikut:
a. Melihat Fenomena
Melihat kehidupan masyarakat Desa Larangan Luar. Langkah ini
mempunyai tujuan untuk membuktikan, merumuskan masalah, menentukan
setting, dan juga subjek penelitian yang hendak di teliti mengenai objek
penelitian. Melihat fenomena tidak hanya dimaknai dengan melihat dengan
panca indera mata pada waktu itu, tetapi juga dari berbagai macam cerita yang
telah dialami oleh masyarakat Desa Larangan Luar. Yaitu tentang bagaimana
kehidupan pendidikan masyarakat.
































b. Melakukan penulisan proposal
Langkah selanjutnya adalah menulis proposal penelitian. Langkah ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang rencana
kegiatan penelitian di Desa Larangan Luar secara lengkap, jelas, singkat, dan
mudah dimengerti sebagai pertimbangan bagi pihak yang memberikan
persetujuan atas kegiatan penelitian yang diusulkan. Proposal sudah diujikan
bulan Oktober 2017 dan dinyatakan lulus dan melanjutkan pada tahap penulisan
skripsi.
c. Pengumpulan data dan melakukan penelitian
Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan
sumber data dari berbagai referensi, yaitu buku, jurnal-jurnal yang berkaitan
dengan judul permasalahan mengenai Kebijakan pemerintah dalam
menanggulangi anak putus sekolah di DEsa Larangan Luar Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan. Peneliti mengunjungi perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, perpustakaan Prodi Sosiologi FISIP UINSA, dan
membaca beberapa jurnal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia.
Selanjutnya peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi dalam melakukan penelitian. Langkah ini merupakan inti dari
kegiatan penelitian yang dilakukan, yang bertujuan untuk mencari,
memperoleh, dan menganalisa data yang telah diperoleh dari tujuan lapangan
untuk penelitian. Peneliti melakukan wawancara sekaligus dokumentasi yang
dimulai pada tanggal 01 November-31 Desember 2017. peneliti tidak setiap
































hari melakukan penelian pada tanggal tersebut, tetapi pada hari atau tanggal
yang sudah ditentukan oleh peneliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian,
karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui
teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standart yang ditetapkan. Adapun pengumpulan data terkait penelitian
ini yaitu sebagai berikut:
1. Metode observasi
Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melihat
fenomena berdasarkan kenyataan di lapangan. 37
Dalam pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik pengumpulan
data  yang  dilakukan  secara sistematis,  yang dilakukan dengan
mengadakan suatu pengamatan secara terus-menerus sebagai  pengamatan
dan  pencatatan fenomena yang  diteliti, peneliti membutuhkan suatu
pendengaran yang tajam dan daya ingat yang tinggi agar hasilnya bisa
sempurna. Teknik pengumpulan data yang utama dan dimanfaatkan
sebesar-besarnya artinya penelitian ini terlibat dengan kegiatan sehari-hari
orang yang sedang diamati atau sedang digunakan sebagai sumber data
37Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
124.
































penelitian. Dalam pelaksanaan observasi peneliti terjun langsung ke
lapangan dengan melibatkan diri langsung pada subyek.38
Observasi yang dilakukan yaitu dengan melihat langsung keadaan
lokasi Desa Larangan Luar serta Melakukan pengamatan langsung kepada
masyarakat setempat. Pengamatan ini dimaksudkan agar penulis dapat
memperoleh data secara detail dan valid.
2. Metode Wawancara
Metode wawancara merupakan metode yang digunakan peneliti
dengan cara betatap muka dengan informan untuk mendapatkan beberapa
informasi melalui tanya jawab, untuk memperoleh keterangan dan tujuan
penelitian. 39
Dalam pengumpulan data dengan wawancara atau interview,
wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data
dengan dialog tanya jawab secara lisan baik langsung maupun tidak
langsung. 40
Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara dengan para
informan yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten
Pamekasan dalam menanggulangi anak putus Sekolah di Desa Larangan
38Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktek (Jakarta: PT Asdi Mahastya,
2006), 61
39 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.
40Djumhur dan M. Suryo, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: CV. Ilmu, 2000), 50.
































Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diantaranya dengan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Kepala Kecamatan,
Kepala Desa  dan masyarakat Desa Larangan Luar.
3. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. 41
Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau
dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan data-data riil yang berhubungan
dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus Sekolah
seperti data yang di dapat dari dokumentasi program-program
penanggulangan anak putus sekolah.
F. Teknik Analisis Data
Pada bagian analisis data peneliti akan menggunakan beberapa proses dalam
analisis data yaitu:42
1. Reduksi Data
Sugiyono  mengatakan  bahwa  “mereduksi  data  berarti merangkum,
memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal yang
penting,  dicari  tema  dan  polanya,  dan  membuang   yang  tidak perlu”.
41Irwan Suhartono, Metodologi Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 70.
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D,(Bandung:
Alfabeta, 2008), 337-341.
































Data yang direduksi akan meberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data
selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data
Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah
menyajikan data.  Penyajian  data  pada  penelitian  kualitatif  bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori,
flowchart  dan  sejenisnya, yang  paling  sering  digunakan  untuk
menyajikan  data dalam penelitian kualitataif adalah dengan teks yang
bersifat naratif. Sehingga dalam  penyajian  data  penelitian ini,  peneliti
memilih  menggunakan uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Langkah  ke  tiga  dalam  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles dan
Huberman  adalah  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Sugiyono
mengatakan bahwa: Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  kuat
yang mendukung  pada  tahap  berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan
yang dikemukakan  pada  tahap awal  didukung oleh  bukti-bukti valid
dan  konsisten  saat  peneliti  ke  lapangan  mengumpulkan data,  maka
kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat
menjawab rumjusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin
































juga  tidak,  karena  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa masalah  dan
rumusan  masalah  dapat  berkembang  setelah penelitian berada di
lapangan.
G. Teknik pemeriksaan keabsahan data
Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dilakukan untuk memperoleh tingkat
kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian,
mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta actual di lapangan.
Adapun langkah-langkah dalam teknik pemeriksaan keabsahan data:
a. Memperpanjang waktu penelitian.
Dengan memperpanjang waktu penelitian ini, peneliti akam kembali
ke lapangan, melakukan wawancara dan pengamatan. Melalui
perpanjangan waktu ini pengamatan peneliti dengan narasumber akan
semakin akrab, semakin terbuka, dan saling mempercayai. Dengan
demikian dapat ditemukan informasi yang jelas dan tidak ada yang ditutupi
lagi, selain itu dapat memperbanyak data dan orang yang akan
diwawancarai.
Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan
penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Peneliti dengan
perpanjangan keikutsertaan akan lebih banyak mempelajari ketidakbenaran
informasi, baik yang datang dari responden maupun dari diri individu.
Dengan demikian, penting sekali akan adanya perpanjangan keikutsertaan
































peneliti guna berorientasi dengan situasi, juga guna untuk memastikan
apakah konteks tersebut sudah dipahami atau tidak.43
b. Triangulasi
Triangulasi adalah cara memverivikasi, mengubah, dan memperluas
informasi yang diperoleh dari orang lain serta memperluas konstruksi yang
dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan kebenaran data. 44
Dengan mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang
diperoleh dari sumber lain, pada berbagai penelitian di lapangan. Dengan
membandingkan pengamatan pertama dan pengamatan kedua dengan hasil
wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Berikut cara memperoleh
trianggulasi melalui :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umun dan dikatakan
secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan
berbagai pendapat orang biasa
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang
berkaitan.
43 Lexi. J. Moleong, Metodologo Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2013),
327
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi ”Mixed Method” (Bandung: Alfabeta, 2011), 330

































KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ANAK PUTUS
SEKOLAH DI DESA LARANGAN LUAR KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN DALAM TINJAUAN TEORI FUNGSIONALISME
STRUKTURAL TALCOT PARSON
A. Profil Desa Larangan Luar
1. Kondisi Geografis Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten
Pemekasan
Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari empat kabupaten di
Pulau Madura. Kabupaten pamekasan juga dikenal dengan kota gerbang
salam karena memiliki budaya yang kuat akan nilai nilai agama islam, dan di
sebut juga sebagai kota batik karena memiliki banyak batik ciri khas
kabupaten pameksan. Secara geografis Kabupaten Pamekasan terletak antara
11319 11358 BT dan 651 731 LS. Wilayah Kabupaten Pamekasan di sebelah
utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Sumenep, sebelah barat Kab. Sampang dan di sebelah utara Selat
Madura. JIka anda berniat ingin mengunjungi Kota Gerbang Salam dapat di
tempuh sekitar 2 jam perjalanan setelah Jembatan Suramadu.
Kabupaten Pamekasan memiliki 13 kecamatan, 173 desa dan 11
kelurahan. Di tempati oleh 181.662 jiwa dengan kepadatan 1.117,09 jiwa/km.
Kabupaten yang di kenal dengan monument Arek Lancor saat ini di pimpin
































oleh Bupati Drs. H. Ach. Syafii Yasin, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. Kholil
Asy’ari. Pada tahun 2016 Kab. Pamekasan mempringati hari jadinya yang Ke-




































Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten ini adalah Kecamatan
Larangan. Kecamatan Larangan ini terdiri dri beberapa desa diantaranya  Desa
Larangan Luar. Desa Larangan luar merupakan salah satu Desa di Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah 6.220.300 m. Desa
larangan ini terletak berbatan dengan Desa Kadur sebelah utara, sebelah
Timur berbatasan dengan desa Duko, sebelah selatan dengan desa Larangan
Dalam, dan sebelah barat dengan desa Blumbungan.
Gambar 4.2
Peta Desa Larangan Luar
Sumber: Dokumentasi Desa Larangan Luar

































Batas wilayah Desa Larangan Luar
No Batas Desa Kecamatan
1. Sebelah Utara Desa Kadur Kadur
2. Sebelah
Selatan
Desa Larangan Dalam Larangan
3. Sebelah Barat Desa Blumbungan Larangan
4. Sebelah Timur Desa Duko Larangan
Sumber: Data Monografi Desa  Tahun 2016
Sementara dilihat data-data tentang keadaan geografis Desa Larangan
Luar, maka dapat diketahui bahwa:
a. Ketinggian tanah dari permukaan air laut 138 Meter
Tabel 4.2
Tinggi wilayah  di permukaan laut menurut desa di kecamatan Larangan
2015
Desa Tinggi dari permukaan laut
(meter )
Larangan Luar 138.0
Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan
b. Curah hujan rata-rata pertahun 1698 Mm.
c. Suhu udara rata-rata 37 C
d. Topografi (daratan,perkebunan) Ha
1. Pekarangan : 9.277 Ha
2. Perumahan penduduk : 7. 878 Ha
3. Perkantoran : 3.200 Ha
4. Bangunan umum : 2.484 Ha
































5. Perkuburan : 2.400 Ha
e. Orbitasi (jarak pemerintahan)
Tabel 4.3














2.0 3.0 12.0 5.0
Sumber : Kantor kepala Desa Larangan Luar
f. Banyaknya Perangkat Desa Larangan Luar Menurut yaitu 14 Kepala
Dusun, 1 Modin, dan 9 anggota BPD
Tabel 4.4










Ah. Farisi Moh. Qudsi
G
Sumber: Kantor Kecamatan Larangan
Perincian Struktur Organisiasi pemerintahan Desa Larangan Luar
yaitu sebagai berikut:45
Kepala Desa : Moh. Ali Ghufron, SH
Sekretaris Desa : Ah. Farisi, S.Ag
45 Data Desa Larangan Luar 2015
































Pelaksana Tekhnis pemerintahan : Hodi
Pelaksana tekhnis pembangunan : Moh. Zuhdi
Kepala urusan pemerintahan dan trantib : Moh. Hori
Kepala urusan pembangunan dan perekonomian: Ah. Farisi
Kepala urusan kesejahteraan rakyat : Nurul Hadi
KEPALA DUSUN
Dusun Du’alas : Arbain
Dusun Bicabbi 1 : Horran S.Ag
Dusun Bicabbi 2 : Marsani
Dusun Bicabbi 3 :Ahmad Yadi
Dusun Manceng :Jamaluddin
Dusun Parseh :Moh. Ra’i
Dusun Bulu :Moh. Bahri
Dusun Bertah : Edi Mulyadi
Dusun Morpenang : Fathor Rosi
Dusun Koreban : Ratim
Dusun Tangkel 1 : Moh. Mahfudz
Dusun Tangkel 2 :Abd. Basith
Dusun Buddegan 1 :Kifli
Dusun Buddegan 2 :Moh. Mas’ud
































2. Keadaan Demografis Desa
a. Kepadatan penduduk
Berdasarkan data yang ada di Kantor Desa Larangan Luar, mayarakat
berjumlah 7.259 jiwa dengan rincian laki-laki 3.413 dan perempuan
3.846.
Tabel 4.5





Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan
Tabel 4.6
Kepadatan penduduk menurut desa di kecamatan Larangan









Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan
b. Kehidupan ekonomi
Partisipasi akan tumbuh dengan baik apabila manusia yang multi
kompleks sebagai salah satu faktor penentu terpenuhi secara wajar. Di
dalam masyarakat Desa Larangan luar, untuk memenuhi kehidupan
































sehari-harinya baik kebutuhan primer ataupun sekunder masyarakat
bekerja sesuai kemampuan atau keahlian yang mereka miliki.
Seiring dengan perkembangan zaman, Sumber daya manusia
(SDM) di desa Larangan-luar dipandang bukan hanya sebagai sumber
daya semata, melainkan merupakan modal atau aset bagi institusi dan
organisasi yang ada di masyarakat. Di desa Larangan-luar sendiri ada
beberapa orang yang telah mengembangkan potensi masyarakatnya
untuk meningkatkan ekonomi lokal. Contohnya, di Dusun Bertah
terdapat usaha pembuatan Kripik Pisang, jenis makanan yang bahan
utamanya terbuat dari Pisang. Usaha tersebut telah memberdayakan
masyarakat lokal sebagai pekerja dan bisa meningkatkan
perekonomian masyarakat. Contoh lain, di dusun Morpenang terdapat
usaha kripik singkong yang bahn utamanya dari singkong. Usaha
tersebut juga telah berjalan baik dan mampu memberdayakan
masyarakatnya sebagai buruh tani.
Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai peternak ayam dan itu
juga dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan juga dapat membuka
lapangan pekerjaan bagi masyarakat Larangan-luar yang masih belum
memiliki pekerjaan atau pengangguran. Selain petani dan PNS, ada
juga yang berdagang, kemudian berternak, karena hampir setiap
rumah memiliki hewan ternak, seperti sapi, kambing serta ternak
Ayam. Budidaya ayam di desa Larangan Luar cukup banyak, ada dua
































ayam yang diternak yaitu ayam pedaging dan ayam petelur, akan
tetapi yang domenan adalah ayam pedaging. Selain itu, ada yang
bekerja sebagai pengayuh becak dan pengendara becak motor, serta
memiliki usaha membuka bengkel.
Dari ketiga contoh di atas dapat diketahui bahwa masyarakat
Larangan-luar telah berperan efekif sebagai mahluk sosial dan
ekonomi yang dapat mengelola diri sendiri juga orang lain.
Pengelolaan ini tentunya memanfaatkan potensi sumber daya manusia
dan potensi alam sekitar demi tercapainya kesejahteraan masyarakat
Larangan-luar pada umumnya.
Biasanya Keterampilan yang dimilki masyarakat desa Larangan
Luar adalah keterampilan turunan dari orang tuanya, jika orang tuanya
tani, maka kemungkinan besar kemampuan anaknya juga tani, begitu
juga jika orang tuanya pedagang maka anaknya ikut menjadi
pedagang.
Bagi masyarakat Desa Larangan Luar, pertanian merupakan
pekerjaan utama di samping pekerjaan lain seperti berdagang,
wiraswasta, dan lain sebagainya. Pekerjaan petani tidak pernah
tersisihkan, dengan demikian dapat digambarkan bahwa keberadaan
ekonomi masyarakat Larangan masih rendah dan butuh perhatian dari
pemerintah setempat.
































Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat Larangan Luar ini juga di
buktikan dengan banyaknya surat keterangan miskin yang dikeluarkan
Desa di Kecamatan Larangan 2013-2015.
Tabel 4.7
Banyaknya Surat Keterangan miskin yang dikeluarkan Desa di
Kecamatan Larangan 2013-2015
Desa Tahun
Larangan Luar 2013 2014 2015
21 11 22
Sumber: Kantor Kecamatan Larangan
c. Pendidikan masyarakat
Pendidikan merupakan unsur terpenting pembentuk tenaga SDM
yang berprestasi, terampil dan mampu bersaing di era globalisasi.
Sebagaimana  dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pendidikan
mempunyai tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Selain itu,
pembentukan moral dan kepribadian juga merupakan tujuan dari
pendidikan. Karena kemajuan bangsa ditunjukkan dengan moral
pemudanya, karena jika moral pemuda hancur maka bangsapun
hancur. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dalam kehidupan
manusia. Dengan pendidikan mereka akan tahu apa yang harus
dikerjakan dan ditinggalkan untuk meraih kehidupan yang lebih baik,
berarti dan berharga. Dalam hal ini tidak hanya pendidikan umum
yang harus dipenuhi tetapi juga pendidikan agama.
































Begitupun di Desa Larangan pendidikan diutamakan untuk
meningkatkan masyarakat yang lebih unggul kedepannya. Akibat
positif membaiknya sosial ekonomi masyaakat secara umum,
kebutuhan akan pendidikan akan terpikirkan oleh masyarakat itu
sendiri dengan baik. Di dalam masyarakat desa larangan luar kondisi
itu nampaknya nyata sekali, dimana sosial pendidikan masyarakat desa
bisa dikatakan cukup baik untuk ukuran desa. Hal ini terbukti dari
adanya pemenuhan sarana pendidikan yang lumayan memadai baik
yang bersifat formal atau non formal, yang berstatus Negeri maupun
lembaga-lembaga swasta perorangan atau yayasan.
Untuk mengetahui lebih lanjut lembaga pendidikan yang ada di
Desa Larangan Luar, tabel ini akan merinci lembaga-lembaga yang
ada. Namun demikian terlebih dahulu dapat dikatakan bahwa
masyarakat desa Larangan Luar pada umumnya tidak hanya
mengandalkan lembaga pendidikan formal saja untuk menambah
pengetahuan yang diinginkan, terlebih lagi jenis pengetahuan religi
yang memang masyarakat larangan luar sangat kental akan nilai-nilai
keislamannya.
Secara keseluruhan lembaga pendidikan yang ada di Desa
Larangan Luar secara rinci dapat dilihat di tabel berikut:

































Jumlah lembaga pendidikan di Desa Larangan Luar
NO Nama Pendidikan Jumlah










Sumber : Data yang ada di Desa Larangan Luar
Sementara tingkat pendidikan mereka yang berijazah atau lulus
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.9












Sumber: Data desa Larangan Luar
Dari data di atas dapat dikatakan bahwa angka partisipasi anak
dalam pendidikan masih rendah khususnya mereka yang menempuh
































jenjang wajib belajar 9 tahun. Hal ini dibuktikan dengan lulusan SD/
MI yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka parisipasi
SMP/MTs. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan masyarakat desa
membutuhkan perhatian dari pemerintah selaku pemilik otoritas dalam
mengimplementasikan program belajar 9 tahun (basic universal
education).
d. Keagamaan masyarakat
Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara
umum dari berbagai sudut pandang. Diantara sudut pandang itu ialah
masyarakat itu sendiri, dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari
sudut pandang itu akan terjawab dengan pengamatan secara langsung
di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga
dilihat dari kuantitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan
program kegiatan kegamaan yang melibatkan masyarakat banyak.
Selain itu sosial kegamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari
ketersediaan lembaga untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran
keagamaan itu sendiri.
Secara umum kehidupan keberagamaan di Desa Larangan Luar
dapat  dikatakan kondusif,karena belum ada hal-hal yang mengarah
pada konflik bernuansa SARA. Sekalipun perbedaan pendapat yang
bersifat khilâfîyah itu tetap eksis, namun hal itu dapat diminimalisir
dampaknya pada perpecahan. Hal ini karena keterlibatan aktif
































masyarakat dan tokoh agama dalam menciptakan suasana kondusif
dalam bingkai kehidupan rukun antar-umat beragama. Kerukunan
umat beragama di Desa Larngan Luar ini ditandai dengan semangat
toleransi yang tinggi, saling memahami, dan tenggang rasa antar-umat
beragama. Kebijakan serta kedewasaan berpikir masyarakat dalam
menanggapi segala perbedaan  menjadi salah satu indikator terhadap
tingginya toleransi antarumat beragama di kota ini. Setiap terjadi
perselisihan atau hal-hal yang mengarah kepada perselisihan atau
bahkan konflik, masyarakat menyelesaikannya secara arif dengan cara
melibatkan masing-masing tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Kehidupan sosial kegamaan masyarakat desa larangan luar sudah
mencerminkan kehidupan religious yang islami. Halini terlihat dari
beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap dan
kehidupan yang terlah berdasarkan pada etika islami sebagai tolak
ukurnya meskipun hal ini hanya bersifat paling sederhana sekali. Ada
beberapa contoh yang menjadi indikasi adanya statement tersebut,
yakni dalam pergaulan masyarakat yang tidak terlalu bebas, bahkan
sering terdengar istilah tidak boleh/ haram untuk menuju suatu
tindakan yang memang dilarang oleh syari’at Islam.
Dari pengamatan sekilas, terciptanya kondisi yang demikian
ternyata bukan terjadi secara kebetulan, akan tetapi demikian ada dan
tercipta di lingkungan masyarakat yang majemuk ini atas dasar usaha
































dan prakarsa dari berbagai pihak dan kalangan yang sengaja ingin
mewujudkan kondisi sosial religious secara Islami, mereka itu pada
umumnya adalah tokoh masyarakat, alim ulama’ maupun para kyai.
Bagi masyarakat desa Larangan luar tercipta adanya persepsi
bahwa bagi seorang ulama’ yang mempunyai charisma merupakan
suatu keharusan untuk memuliakannya, dan keberdaan para tokoh
ulama’ yang demikian merupakan control sosial secara langsung atas
perilaku masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan tokoh
ulama’ di lingkungan Desa Larangan Luar mempunyai andil yang
sangat positif dalam menciptakan lingkungan yang agamis.
Secara keseluruhan masyarakat desa larangan luar beragama islam,
maka dapat ditafsirkan bahwa kehidupan keagamaan islam secara
moral akan membawa psikologis dalam kegiatan yang bernafaskan
islam. Aliran keberagamaan masyarakat pamekasan sangat beragam.
Indikasinya bisa dilihat pada potret keberislaman  warga larangan luar,
ada yang menjadi warga Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan
mhngkin ada yang mempunyai aliran keagamaan tersendiri. Tetapi NU
memang mendominasi secara kuantitas. Semuanya hidup rukun,
paling tidak selama ini tidak ada konflik terbuka.
Diantara berbagai bentuk keagamaan masyarakat desa Larangan
Luar ini sebagai berikut:
































a. Tahlilan yang dilakukan setiap malam jum’at oleh kelompok
orang laki-laki
b. Jamiyyah yang dilakukan oleh kelompok perempuan pada
jumat sore
c. Khataman qur’an setiap jumat legi
d. Acara keagamaan yang diadakan setiap tanggal 11 yang
dikenal dengan istilah bellesen
e. Memperingati PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) bersama-
sama di Masjid yang biasanya diisi dengan pembacaan alquran
dan shalawat nabi
Dari jumlah keseluruhan masyarakat yang beragama islam, tabel
berikut akan ditabulasikan jumlah tempat ibadah dan sarana
pengembangan keagamaan di Desa Larangan Luar.
Tabel 4.10
Jumlah tempat ibadah di Desa Larangan Luar




e. Kebudayaan masyarakat Desa Larangan Luar
Karkteristik masyarakat Larangan Luar, saling bahu-membahu, hal
ini dibuktikan, ketika ada orang yang ingin mengadakan selametan
































dirumahnya, para ibu-ibu yang lain akan membantu segala sesuatunya
seperti memasak dan menyiapkan hidangan untuk selametan tersebut.
Kemudian ketika ada orang yang ingin membongkar rumah lamanya
untuk membangun rumah yang baru. Proses pembongkaran rumah
tersebut di bantu oleh bapak-bapak yang lain.
Masyarakat Desa Larangan Luar memiliki kebudayaan seperti acara
kematian, perkawinan, kelahiran, dan Peringatan Hari Besar Islam:
1. Kelahiran
Kebiasaan masyarakat Desa Larangan untuk memperingati
kelahiran sang buat hati biasanya dilakukan pada hari ke 40 bayi
tersebut lahir dengan cara mengadakan syukuran yang seringkali
dikemas dalam acara pembacaan shalawat Nabi dengan dihadiri
oleh tetangga atau kerabat dekat yang telah diundang. Biasanya
dikenal dengan istilah temangan atau pakpolo areh.
2. Kematian
Jika ada salah satu warga yang meninggal maka seluruh
masyarakat Larangan Luar berbondong-bondong memberikan
bantuan non materil, untuk meringankan beban orang-orang yang
terkena musibah tersebut dengan maksud membantu proses
pengurusan jenazah mulai dari memandikan sampai menyolati
jenazah. Selain itu biasanya masyarakat membawa sumbangan
berupa beras, uang, atau keperluan memasak lainnya kepada
































keluarga jenazah demi meringankan biaya yang akan berlangsung
selama 7 hari sejak kematian.  Kemudian diadakan tahlilan hingga
tujuh hari, setelah itu ada hari yang di istimewakan, seperti
empat puluh hari, seratus hari ,dan seribu hari. Setelah itu akan ada
selamatan setiap tahunnya, biasanya orang menyebut ”kholan”.
Biasanya warga desa Larangan Luar menjaga Makam yang baru
meninggal tersebut dari hari pertama sampai hari ke 40. Karena
masyarakat Larangan Luar mempunyai kepercayaan kalau gak
dijaga kuatir akan di curi oleh orang yang tidak bertanggung jawab,
yang memcari kekayaan dengan jalan pintas.
3. Pernikahan
Adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Larangan Luar,
seperti acara pernikahan biasanya yang di tandai dengan
kesakralan. Sebelum menuju pernikahan terdapat tahapan, yang
diantaranya sebagai berikut: pertama, peminangan, tahap awal
rangkaian untuk keluarga laki-laki datang untuk meminang si gadis
yang ingin di lamar. Kedua, pertunangan yang biasanya orang
Madura bilang abekalan. Biasanya dalam tahap pelamaran si cewek
akan disertakan dengan buah Pinang yang tua atau yang masih
muda,  itu sebagai  isyarat kepada yang  di lamar. Kalau
misalnya pinangnya yang dibawa pelamar masih muda berarti
artinya nikahnya masih lama, dan sebaliknya kalau misalnya
































buah pinangnya masih tua berarti permintaan dari si pelamar untuk
segera Nikah.
B. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa
Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
Setelah peneliti memaparkan objek penelitian di atas untuk melengkapi data,
selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian selama di lapangan
yang dilakukan di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten
Pamekasan mengenai Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus
sekolah. Secara umum dapat di katakan bahwa terdapat berbagai program atau
kebijakan yang dilakukan para pemegang otoritas terkait penanggulangan ank
putus sekolah di Desa Larangan Luar, dimana dalam pengaplikasiannya
memerlukan saling ketergantungan yang saling berfungsi untuk mewujudkan
tujuan pengentasan anak putus sekolah. kerja sama yang baik ini meliputu
berbagai lembag pemerintah diantaranya Dinas pendidikan Kabupaten
Pemekasan, Kepala Kecamatan Larangan, Kepala Desa Larangan Luar serta
mengengikutsertakan masyarakat khususnya Masyarakat Larangan Luar.
1. Faktor-faktor munculnya anak putus sekolah
Berbicara mengenai penanggulangan anak putus sekolah yang ada di
Kabupaten pamekasan pada umumnya, serta di Desa Larangan Luar pada
khususnya bukan hanya dilakukan oleh pemerintahan saja, melainkan
harus ada faktor dari lingkungan anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak
semua urusan pendidikan hanya bisa diserahkan pada instansi saja, jikalau
































dari anak tersebut baik dari segi semangat atau motivasi yang ada mulai
luntur.
“ketika ada anak putus sekolah itu faktornya bukan hanya dari
pemerintah sendiri melainkan bagaimana masyarakat juga berperan
aktif, bayangkan saja mbak kalau semua urusan urusan pedidikan
ditanggung oleh pemerintah, namun dari belakang tidak ada
dorongan maka kurang baik juga.”46
Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pamekasan ini juga menambhkan
bahwasanya anak yang putus sekolah di kabupaten pamekasan ini
dikarenakan mereka mengalami kecacatan fisik.
“Faktor anak putus sekolah ini biasanya karena cacat fisik sehingga
mereka putus sekolah. salah satu upaya pemerintah disini dengan
cara memasukkan mereka ke sekolah SLB, Dsini mbak sudah
banyak SLB. ”47
Pendapat Dinas pendidikan kabupaten pamekasan ini juga benar
adanya di masyarakat. Seringkali di masyarakat khususnya di Desa
Larangan Luar ini, masalah anak putus sekolah terjadi sudah tidak ada lagi
semangat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tidak
semua maslah putus sekolah yang ada di Desa Larangan ini dikarenakan
minimnya tindakan pemerintah dalam penanggulangan anak putus sekolah.
“guleh ambu asakolah lambek pon mbak kik MTs perren akabin.
Torot mon kun guleh tak asakolah mbak se penteng alek asakolah.
Alek kelas 3 SMA mangken. Se akabinah terron dibik tapeh terron
reng towah pole, tempeng nganggur tak asakolah can alakeh mbak,
tatanggeh nekaah. Enten guleh lambek tak olleh bantuan KIP. Mon
46 Moh. Tarsun , wawancara, Kepala Dinas Pamekasan bapak pada hari senin 6 November 2017 di
kantor dinas pendidikan Kabupaten pamekasan
47 Moh. Tarsun , wawancara, Kepala Dinas Pamekasan bapak pada hari senin 6 November 2017 di
kantor dinas pendidikan Kabupaten pamekasan
































alek maseh andik. Mon pon alekah mbak askolaah kammah,
masakolah anak peih kuk lakkuk. Manter bisaah masakolaah anak
sampek sukses kuk lakkuk deasallah reng towanah pon tak
asakolah. Mangken guleh tak alakoh napah mbak neng e roma cek
lakeh se alakoh.”
“saya berhenti kuliah udah dari dulu mbak waktu masih sekolah
MTs dikarenakan nikah. Gak apa-apa mbak walau saya gak sekolah
yang penting adek saya yang sekolah. sekarang dia udah kelas 3
SMA. Menikah adalah kemauan saya sendiri tapi juga ada
dukungan dari orang tua, katanya ketimbang ngangur gak sekolah
mending nikah aja, suami saya tetangga sendiri. Gak mbak dulu
saya gak dapat KIP tapi kalau adek kayaknya punya sekarang.
Kalau udah nikah mau ngapain sekolah, mending nyekolahkan anak
saja nanti. Moga aja bisa menyekolahkan anak sampek sukses
nantinya walaupun orang tuanya gak berpendidikan. Sekarang saya
gak ngapa-ngapain mbak soalnya suami saya yang kerja”
Hal ini senada dengan pendapat sekretaris Desa Larangan Luar yang
menyatakan bahwa faktor lingkungan anak tersebut menjadi alasan penting
terjadinya anak putus sekolah.
“setau saya untuk anak putus sekolah hanya tinggal beberapa anak
saja yang kebanyakan dari mereka setau saya karena kurangnya
minat dari dalam diri anak itu sendiri untuk melanjutkan sekolah.
sekarang ini bukan hanya karena pendidikan yang mahal, namun
seringkali kurangnya kesadran masyarakat desa larangan luar ini
akan pentingnya pendidikan. Penyebab lain siswa putus sekolah
salah satunya faktor ekonomi. Karena jika ekonomi siswa
tercukupi, kemungkinan akan lebih berpendidikan karena tidak
disibukkan dengan desakan bekerja. Kalau bicara tentang
penanggulangan anak putus sekolah, tingginya angka siswa putus
sekolah masih sulit ditekan. Padahal selama ini pemerintah sudah
memberikan bantuan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang
mampu. Bantuan diberikan agar siswa bisa tetap mengenyam
pendidikan dan mengejar cita-cita. Tetapi, upaya itu belum berhasil
menekan angka anak putus sekolah.  Banyak anak putus sekolah
karena mengikuti orang tuanya merantau. Bahkan, tidak sedikit
anak yang dinikahkan pada usia dini. Padahal pendidikan
merupakan salah satu kebutuhan primer dan memiliki peranan
penting dalam membentuk karakter anak. Kami harap faktor
ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penyebab anak putus sekolah.
































Pemerintah memiliki program bantuan untuk siswa miskin. Ini yang
perlu dipahami masyarakat. Orang tua memiliki peranan
fundamental dan strategis dalam rangka mendorong semangat anak
untuk sekolah. Persoalan anak putus sekolah bukan semata-mata
tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab orang tua
dan masyarakat.48
Faktor ekonomi seringkali menjadi faktor yang yang sangat memicu
seorang anak untuk putus sekolah. hal ini dibuktikan dengan pendapat dari
seorang anak yang hanya berhenti sekolah dikala menginjak kelas 3 MTs.
“lambek la nyin kik Mts mon bik pak soro alakeh. Can pak lambek
nik binik tak usa ki tengki asakolah la pakkun masok ka depor make
dukter la pakkun lebbuh ka depor. Rassan kotak pernah olle
bentoan nyin, taoh lopot kok paleng. Mon kok lambek terro nyin
nerrosakiyeh, tapeh mon la reng towah tak andik biaya se ma
sakolaah, lakeh kun lakon biasah, yeh ambu nyin. Sanyatanah
sapah nyin se tak terroah asakolah ngak been jih. Pocur ben nyin
asakolah deddih pa penter ben nyin.”49
“udah dari dulu waktu MTs sama bapak disuruh nikah. Katanya
bapak dulu perempuan itu gak usah tinggi-tnggi sekolahnya soalnya
pasti masuk dapur walaupun itu dokter sekalipun. Kayaknya saya
gak pernah dapat bantuan nyin, gak tahu mungkin gak kebagian.
Kalau dulu mau banget lanjut sekolah, tapi mau gimana lagi kalau
orang tua gak punya biaya, suami hanya kerjanya biasa-biasa sajaya
jadinya berhenti sekolah. sebenarnya siapa yang gak mau sekolah
kayak kamu itu nyin. Untung jadi kamu bisa sekolah sampek
kuliyah”.
Membenarkan pendapat Kepala Dinas pendidikan kabupaten
pamekasan yang mengatakan bahwa kebanyakan anak putus sekolah
disebabkan menikah di usia wajib sekolah seperti yang tertera di media
48 Ah. Farisi , Wawancara, sekretaris Desa di Balai Desa Kecamatan Larangan pada tanggal 2
Desember 2017.
49 No, Wawancara, pada tanggal 31 November  2017 di teras rumahnya
































online kabar Madura, hal ini dibuktikan dengan yang dikatakan oleh anak
yang hanya berhenti sekolah di saat menginjak bangku SMA.
“lambek SMA kok se ambu kellas 2 perren akabin. Polan bedeh
masalah pribadi deddih kok kun ambu ken kellas 3 MTs dek. Ben
pole la tak mampu alanjutaki, torot ter tang anak kuklakkuk bisah
sukses. Kok se taoh rassanah olleh bentowan ajih lambek nyin kik
asakolah. Olleh dari PNPM kon mad saleh wahhh. Olle tas, sepatu,
buku deih. Enjek mon sateh kok tak asakolaah lasengkah.
(Hahaha).50
“waktu saya SMA saya berhenti sekolah karena nikah juga karena
ada masalah pribadi jadi saya berhenti sekolah kelas 3 MTs dek.
Selain itu juga karena sudah tidak mampu melanjutkan lagi ke
jenjang selanjutnya, semoga aja nanti anaknya yang sukses. Dulu
waktu sekolah saya kayaknya pernah dapat bantuan dari PNPM
yang diambil di rumah kadusnya. Dapet tas, sepatu, buku kayaknya.
Kalau sekarang udah gak mau lagi saya sekolah (hahaha)”.51
Kebiasaan yang ditemui di Desa Larangan luar ini, anak yang sudah
tidak memeiliki semangat untuk belajar di karenakan faktor ekonomi,
seringkali merantau ke luar kota dan bahkan ada yang ke luar negeri
dengan alasan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. masalah ini
seringkali didominasi oleh kaum laki-laki terutama mereka yang
menempati posisi anak pertam.
”sakolah metadek pesse, mareh asakolah nyareh pesse. Kutak
angoan langsung lakoh rapah tak yeh padeh olle pesse langsung.
Andik pesse pas abinih.”
“sekolah itu hanya menghabiskan uang, selesai sekolah harus cari
uang. Lebih baik kan langsung kerja saja dengan begitu kan sama-
sama dapat uang dengan langsung. Habis itu baru nikah”52
50 L , Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2017 saat acara pertemuan alumni
51 K, wawancara, pada tanggal 1 desember 2017 di sekolah
52 J, wawancara, pada tanggal 3 Desember 2017 di rumah teman
































Selain J alasan lain juga dikemukakan oleh G yang saat ini bekerja
sebagai Cleaning servis di Tunjangan Plaza Surabaya akibat putus sekolah
3 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwasanya sekarang semuanya harus
butuh uang. Walaupun ada bantuan dari pemerintah dalam bidang
pendidikan, namun  kebutuhan sehari-hari juga sangat membutuhkan uang.
“pendidikan itu walaupun dapat bantuan gak seberapa, dulu saya
sekolah itu uang LKS masih bayar tiap semester kalau gak salah
4000an. Saya kan anak ke2 dan saya punya 3 adek. Ya sudah adek-
adek saya aja nanti yang sekolah biar mereka pintar.”53
2. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di
Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama
yang tak dapat disampingkan, sebab pendidikan ini membentuk sikap
mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk
keperibadian utama yang diridhoi Alloh Swt. Demikian pula halnya
dengan. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan dunia dan akhirat,
sebab pendidikan agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia
baik yang sifatnya vertikal yaitu hubungan manusiandan khaliknya
maupun yang sifatnya horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia
dan hubungan dengan alam sekitarnya, itulah sebab pendidikan sangat
penting dan merupakan kebutuhan yang sangat perlu bagi kehidupan
seseorang.
53 G, wawancara, pada tanggal 15 November di TP
































Berorientasi kepada tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan
undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
dimana dalam undang-undang tersebut di tegaskan pendidikan nasional
bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia
Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur.54
Menghayati tujuan pendidikan di atas secara seksama dan sungguh-
sungguh maka dapatlah dipahami bahwa pendidikan pada hakikatnya
memilik anak bangsa yang diarahkan untuk dibentuk keperibadiannya
menjadi manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas,
terampil, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan
hidupnya dan pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu pendidikan
selalu berorentasi pada kepentingan masyarakat, sementara masyarakat
harus bertanggung jawab terhadap pendidikan, tegasnya masyarakat tak
dapat melepaskan dirinya dari pendidikan.
Pendidikan dasar adalah pendidikan wajib belajar (WAJAR) selama
9 tahun, artinya setiap warga negara harus dapat merasakan dan
menyelesaikan pendidikan minimal di bangku SD (6 tahun) dan SMP (3
tahun),. Namun realitas yang terjadi ternyata berbeda, harapan setiap warga
negara untuk dapat mengenyam pendidikan secara luas hanya sebatas
54 UU No 20 tahun 2003 BAB II pasal 3
































angan-angan saja. Selain masalah yang terkait dengan anak-anak putus
sekolah diatas, ternyata angka buta aksara di Indonesia masih tergolong
tinggi. Hal ini menjadi cerminan bahwa pendidikan kita masih terbelakang
dan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain.
Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah
untuk dapat menyelenggarakan pendidikan seperti menyediakan sarana dan
prasarana penunjang pendidikan maupun menyaipkan beasiswa bagi anak-
anak putus sekolah sehingga hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan
bisa terpenuhi secara layak, adil dan merata. Namun mungkin kerja
pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dalam
pengentasan anak putus sekolah masih belum maksimal sehingga tujuan
pendidikan nasional yang tecantum dalam pembukaan undang-undang
dasar “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belum bisa tercapai.
Masalah angka putus sekolah ini juga terjadi di Pulau Madura
tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Selain dikenal Kota Batik dan Gerbang
Salam. Kabupaten Pamekasan juga dinobatkan sebagai Kabupaten
Pendidikan dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan mulai dari Tingkat
Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Predikat Kabupaten
Pamekasan sudah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Moh. Nuh pada akhir tahun 2012 lalu, sejak saat itulah Kabupaten
pamekasan secara resmi mendeklarasikan diri menjadi kabupaten
Pendidikan. Angka putus sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timue
































masih terbilang tinggi meskipun masih ada penurunan di banding tahun-
tahun sebelumnya.Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Plt)
Kadisdik Pamekasan, Moh. Tarsun mengungkapka, angka putus sekolah
pada tahun pelajaran 2014/2015 berdasarkan data peserta Ujian Nasional.
Pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah anak usia sekolah yang tidak
melanjutkan sebanyak 4000 orang, sementara pada tahun ajaran 2014/2015
sebanyak 3.200 orang. Tarsun mengaku jumlah itu terus menurun dari 800
sampai 1000 orang pertahun.55
“kabupaten pamekasan ini memang dinobatkan sebagai kota
pendidikan oleh bapak nuh tahun 2012. Dulu saya belum menjadi
kepala Dinas, namun hanya sebagai plt saja, saya diangkat menjadi
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan melalui Pelantikan
dilaksanakan pada hari Rabu 17 Mei 2017 oleh Drs. Achmad Syafii,
M.Si selaku Bupati Pamekasan. memang benar terkait pertanyaan
mbak tadi bahwasanya sebagai kota yang telah dinobatkan sebagai
kota pendidikan sudah selayaknya kualitas serta kuantitas
pendidikan yang ada di kabupaten ini terkategori baik. Kategori ini
bisa dilihat bahwasanya untuk saat ini angka partisipasi sekolah
anak umur 7-12 pada jenjang SD/ yang sederajat yaitu 100%,
artinya untuk SD di kabupaten pamekasan ini tidak ada yang putus
sekolah atau semuanya sekolah. sedangkan untuk umur 13-15 tahun
pada jenjang SMP/ yang sederajat ini angka partisipasi sekolah
mencapai  98,6%. Hal ini berarti anak yang putus sekolah pada
jenjang ini sekitar 1,46% yang kebanyakan berasal dari wilayah
utara dan tengah.”56
Berdasarkan keterangan bapak kepala Dinas yang mengatakan
bahwa anak putus sekolah kebanyakan berasal dari wilayah utara dan
55 Fatahillah Kamali .Jumlah Siswa Putus Sekolah di Pamekasan Masih Tinggi Madura corner.com.
diakses tanggal 14 Desember 2017
56 Moh. Tarsun , wawancara, Kepala Dinas Pamekasan bapak pada hari senin 6 November 2017 di
kantor dinas pendidikan Kabupaten pamekasan
































tengah, juga diperkuat dengan pendapat bapak Abdul muin selaku mantan
kepala cabang dinas Larangan yang sekarang menjadi ketua STAI Al
Khairat pamekasan.
“UPT Pendidikan itu sangat penting dalam rangka membantu
perkembangan dan mutu pendidikan di Kecamatan .UPT yang
memang merupakan kepanjangan tangan Disdik bisa
mengawasi langsung berlangsungnya pendidikan di wilayah
masing-masing. Terkait data anak putus sekolah di kecamatan
larangan belum diketahui dengan pasti. Namun jika dilihat dari
data mbak tadi yang mengatakan bahwa masih ada sekitar 1,46
anak yang putus sekolah, kecamatan larangan ini pasti masuk
di dalamnya dikarenakan sekarang dalam sudut pandang saya
sendiri di kecamatan larangan sudah bermunculan anak yang
putus sekolah dan saya tidak bisa mengeneralkan faktornya apa
Tapi yang paling mendasar itu karena ekonomi.”57
Melihat kondisi pendidikan yang masih menemukan angka anak
putus sekolah sekitar 1,46% tersebut, pemerintah kabupaten pamekasan
khususnya Dinas pendidikan kabupaten pamekasan melakukan berbagai
bentuk penannggulangan anak putus sekolah dengan mengembangkan dan
mendukung program-program yang salah satu tujuannya untuk
memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan agar
anak putus sekolah bisa diminimalisisrkan, misalnya dengan cara
mengadakan sosialisasi pentingnya pendidikan dengan mengundang tokoh
termuka dalam bidang pendidikan. Seperti yang telah dilakukan sekitar
bulan agustus 2017 bertempat di hotel front one pamekasan Forum Alumni
57 Abdul muin, wawancara, 31 Desember 2018 di Rumah
































Jogja-Pamekasan. Dalam suatu pertemuan Mahmud MD Dorong Konsep
Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan Direvitalisasi.
“Kemaren ada acara di hotel itu pembicaranya bapak Mahfud MD,
mantan ketua Mahkamah konstitusi itu di hotel Front One
pamekasan. Beliau mengatakan pendidikan itu bukan hanya untuk
memajukan kotanya, tetapi lebih dari itu harus memajukan
manusianya, bangsanya. Yang saya tangkap kemaren dari perkataan
bapak mahfud itu disana menjelaskan bahwasanya pamekasan
untuk dapat menyesuaikan dengan predikatnya sebagai kota
pendidikan, maka harus dimulai dengan memajukan manusianya.
Artinya harus ada usaha yang maksimal agar semua anak dapat
menikamati sekolah  dengan baik.”58
Sebagai sebuah instansi resmi yang bergerak dalam pendidikan,
Dinas pendidikan kabupaten pamekasan selalu berupaya penuh untuk
meminimalisir angka putus sekolah di kabupaten Pamekasan. Lembaga ini
dalam mengaplikasikan program-programnya selalu bekerja sama dengan
berbagai pihak yang dianggap mampu untuk menunjang keberhasilan
diantaranya dengan bekerja sama dengan media online berupa kabar
Madura untuk mempercepat dalam pendataan anak yang putus sekolah. hal
ini dikarenakan tidak semua titik kehidupan warga bisa dijangkau oleh
pemerintah Daerah khususnya Dinas pendidikan Kabupaten Pamekasan.
”Dinas pendidikan ini lebih mengarah pada kasuistik, artinya ketika
ada laporan ada anak yang putus sekolah maka disini akan
menindak lanjuti, seperti halnya kemaren di desa nyalabuh laok ini
ada seorang anak yang putus sekolah. Anak tersebut adalah
Muhammad Afriansyah atau yang biasa dipanggil (Rian) putra dari
Muhammad suhanan (57) dan Mu'ayyanah (50). Rian putus sekolah
sudah dua tahun, padahal semangat dan keinginan untuk
58 Moh. Tarsun , wawancara, Kepala Dinas Pamekasan bapak pada hari senin 6 November 2017 di
kantor dinas pendidikan Kabupaten pamekasan
































melanjutkan sekolah sangatlah tinggi, tapi kedua orang tuanya tidak
mampu untuk menyekolahkannya. Rian hidup bersama dengan
kakak dan ayahnya yang hanya pekerja serabutan, sementara Ibunya
bekerja di Malaysia. waktu hari Rabu malam saya di hubungi
Wiwin salah seorang relawan. Dia bilang bahwa ada anak yang
putus sekolah dan langsung saya suruh bawa ke kantor keesokan
harinya, Saya melihat semangat anak ini tinggi sekali untuk
sekolah, maka dari itu saya langsung menghubungi Kepala Sekolah
SMP 06 Kabupaten Pamekasan Ahmad Halili M.Pd.I dan
Alhamdulillah Beliau merespon dan menerima dengan baik. untuk
seragam Rian pihak sekolah yang akan membantu. Sementara untuk
kebutuhan yang lain seperti tas, sepatu, perlengkapan alat tulis,
sepeda, dan uang saku juga biaya hidup Rian, saya yang
menanggung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wiwin
dan menghimbau kepada semua teman- teman Wartawan, Media,
LSM dan bahkan Masyarakat luas, jika ada atau menemukan Anak
yang sama nasibnya seperti Rian sesegera mungkin melaporkan ke
Dinas Pendidikan. Itu tidak terbatas berapapun jumlah anak yang
putus sekolah kami akan bantu. 59
Dalam merealisasikan program penanggulangan anak putus sekolah
di Pamekasan pada umumnya, Pemerintah daerah sudah pasti memerlukan
biaya yang banyak demi mensukseskan program tersebut. Karena tanpa
biaya pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.
“Pemerintah daerah ini hanya mendanai pendidikan wajib belajar 9
tahun yakni sampai lulus SMP/Mts, Sedangkan untuk MA/SMA
sudah bukan tanggungan daerah lagi. dana ini berasal dari
pemerintah yang berupa BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang
masuk ke daerah dengan nama BOSDA yang bentuknya ada yang
tersalurkan melalui Program Indonesia Pintar (KIP). Indicator anak
yang menerima bantuan  KIP ini didasarkan pada data sensus Dinas
sosial yang di dapat dari data-data desa atau Kecamatan, selain itu
di Sekolah biasanya ada siswa yang mendapatkan Bantuan Siswa
59 Moh. Tarsun , wawancara, Kepala Dinas Pamekasan bapak pada hari senin 6 November 2017 di
kantor dinas pendidikan Kabupaten pamekasan
































Miskin (BSM), biasanya oleh sekolah kemudian dibagi rata
tergantung keputusan komite sekolah masing-masing.”60
Demi tercapainya tujuan yang maksimal terutama dalam
menanggulangi anak putus sekolah di Desa Larangan Kacamatan
Larangan, pemerintah Kabupaten Pamekasan juga bekerja sama dengan
pihak kecamatan maupun desa. Seperti yang telah dikatakann oelh kepala
Dinas pendidikan kabupaten Pamekasan Bahwasanya salah satu
programnya yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai kepala desa di
titik rawan terjadinya anak putus sekolah, terutama pamekasan bagian utara
dan tengah.
“Dinas pendidikan mempunyai program penanggulangan anak
putus sekolah ini dengan cara jemput bola, bekerja sama dengan
media online yaitu kabar Madura yang berlangsung sejak tanggal 3
agustus tahun 2017 yang ditanda tangani antara saya selaku kepala
dinas pendidikan kabupaten Pamekasan dan bapak Totok Iswanto
manajer Kabar Madura Biro Pamekasan, dengan bea publikasi yang
telah disepakati sebesar 1.500.000 untuk sekali penayangan,
bekerja sama dengan LSM, serta mengadakan system kejar paket.
Untuk program jemput bola ini saya juga bekerja sama dengan
aparat desa dan beberapa kepala sekolah yang rawan terjadi anak
putus sekolah, dengan kabar Madura ini sudah ada MOUnya,
hasilnya berupa kasus-kasus seperti yang saya sebutkan tadi, ketika
ada laporan dari media kalau di kabupaten ini ada anak yang putus
sekolah, pemerintah sini langsung menanggulangi.”61
“ketika ada anak putus sekolah itu faktornya bukan hanya dari
pemerintah sendiri melainkan bagaimana masyarakat juga berperan
aktif, bayangkan saja mbak kalau semua urusan urusan pedidikan
ditanggung oleh pemerintah, namun juga harus disertai dengan
dorongan  motivasi dari lingkungan sekitar anak karena juga
60 Moh. Tarsun , wawancara, Kepala Dinas Pamekasan bapak pada hari senin 6 November 2017 di
kantor dinas pendidikan Kabupaten pamekasan
61 Moh. Tarsun , wawancara, Kepala Dinas Pamekasan bapak pada hari senin 6 November 2017 di
kantor dinas pendidikan Kabupaten pamekasan
































seringkali terjadinya ank putus sekolah karena sudah tidak adanya
motivasi dan semangat belajar belajar dalam diri sang anak,
sehingga walaupun misalnya dijangkau oleh pemerintah dengan
memperoleh bantuan, maka semua itu hanya sia-sia belaka jikalau
dari belakang tidak ada dorongan maka kurang baik juga.”62
3. Perspektif masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam
menanggulangi anak putus sekolah.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif adalah
pengharapan, peninjauan atau tinjauan pandangan luas tentang suatu
objek.63 Jadi, Perspektif Masyarakat adalah setiap penilaian, peninjauan
atau pandangan pandangan luas dari masyarakat terhadap suatu objek atau
masalah.
Ketika berbicara mengenai perspektif kebijakan pemerintah dalam
menanggulangi anak putus berdasarkan fakta-fakta yang ada pada
masyarakat larangan bisa dikatakan bahwanya kebijakan pemerintah dalam
penanggulangan anak putus sekolah belum maksimal dan kurang tepat
sasaran. Hal ini dikarenakan menurut sebagian masyarakat yang ada di
Desa Larangan Luar khususnya dalam penerimaan bantuan pendidikan
adakalanya yang benar-benar membutuhkan belum terjangkau.
“mon tang anak yeh pakkun asakolah reyah make tak andik kartu,
taoh yeh mak tang anak lema mikki’ adek se olleah kartu keng enjek
alhamduliilah asakolah kappi make majelen otang. Polan reng toah
reh takok andik otang ka nak poton mon tak epasakolah, reng toah
reh kun abiayaanah se penting nak kanaan kenceng ben semangat.
62 Amirus Saleh , wawancara, kepala camat Larangan bapak pada tanggal 7 desember di kantor
kecamatan
63 KBBI/web/perspektif
































Makeh bedeh bentoan BSM can, tang anak M, kun olle sakonek cek
polan e begi rata.” Mon kun adentos bentoan pamrenta taker bileh,
keng enjek tang anak la sarjana se 3, se 2 kek asakolah kappi.”
“kalau anak saya tetap sekolah walaupun gak punya kartu, gak tahu
ya walau naka saya sudah lima yang sekolah gak ada yang yang
bantuan berupa kartu sama sekali, tapi gak apa-apa Alhamdulillah
anak saya semuanya sekolah walaupun dengan berhutang, karena
sebagai orang tua takut punta hutang kepada anak-anaknya kalau
tidak disekolahkan. Sebagai orang tua ini hanya bisa memberikan
biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang penting anaknya masih
semangat untuk sekolah. walau ada bantuan BSM katanya di
sekolah M ini, dia Cuma dapat sedikit soalnya di sekolahnya M ini
dibagi rata. Kalau hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah
mau sampai kapan, tapi gak apa-apa anak saya yang 3 sudah sarjana
semua kalau yang 2 masih sekolah.”64
Kurangnya sikap dan tindak tegas dari pemerintah khususnya dalam
penanggulangan anak putus sekolah ini juga dirasakan oleh mahasiswa
aktifis PMII Pamekasan yang merasa bahwa selama ini pemerintah
khususnya dalam pendidikan belum sepenuhnya berhasil bahkan
menurutnya belum ada program yang memuaskan dan walaupun ada belum
sepenuhnya merata.
“Selama pak Tarsun menjabat Plt Kepala Disdik Pamekasan dinilai
kurang produktif. Tidak ada terobosan baru yang ia ciptakan.
Akibatnya pendidikan di Bumi Gerbang Salam tidak maju-maju.
Padahal, menjabat Plt relatif lama. Menurut saya dari ketiga figur
yang lolos verifikasi, Bapak Tarsun tidak layak menjabat sebagai
kepala Disdik Pamekasan. Buktinya selama dia menjabat Plt tidak
ada perkembangan apa-apa,. Disdik Pamekasan butuh sosok baru.
Sosok yang inovatif, profesional, pekerja keras, dan mampu
mengelola pendidikan dengan baik.”65
64 M, wawancara, pada hari jumat 1 desember 2017 di rumah
65 Mufiqul Khairot , wawancara, pada tanggal 20 November 2017 dengan di rumah
































Suatu masalah yang berkaitan dengan anak putus sekolah tidak
selamanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun harus juga
didukung dengan tanggung jawab masyarakat. Sehingga ketika masalah
anak putus sekolah khususnya di Desa Larangan ini muncul penyelesaian
itu jangankan hanya pada pihak pemerintah saja, melainkan masyarakat
juga harus mendukung program penanggulan anak putus sekolah tersebut.
“ya jelas penting lah mbak, kalau orang yang gak berpendidikan itu
sepertinya gak bisa ngapa2in liat saja orang berpendidikan di desa
ini, mereka lebih mudah menonjolkan diri mereka di mata public.
Tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang berpendidikan itu lebih
nyaman pekerjaannya dibandingkan dengan mereka yang tidak
berpendidikan walau ada beberapa pengeculian dari mereka, tapi
memang semuanya itu tergantung Allah asalkan niat kita dari awal
menuntut ilmu itu benar, insyaalah semuanya lancar. Cara mendidik
anakpun kemungkinan besar berbeda dengan mereka yang kurang
menikmati bangku sekolah. kalau saya pribadi, kalau saya sangat
menginginkan anak-anak saya nanti N dan D ini harus melebehi
saya batas pendidikan saya, selagi saya mampu sayaakan tetap
melanjutkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Asalkan tugas orang tua itu harus ebenar-benar dimantapkan,
dengan cara mendidik mereka dan member dorongan kepada
anaknya agar IQ merek semakin berkembang. kita tak selamanya
hanya bisa menyalahkan pemerintah kalau ada anak putus sekolah,
tapi perlu dikaji lebih mendalam faktor apakah yang yang
menyebabkan anak tersebut sampai putus sekolah karena
pendidikan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
namun harus juga didukung dari bawah seperti orang tua itu sendiri.
Kemaren di sekolahnya N ini ada beberapa anak yang mendapatkan
BSM lalu dibagi rata. Ada beberapa pengecualian anak yang tidak
mendapatkan seperti anak pengusaha, PNS, dan mereka yang dalam
rapat pertemuan wali murid dianggap mampu dan setuju untuk tidak
mendapatkan hasil bagai rata bantuan. ”66
“gak boleh hanya menjadi tanggungan pemerintah saja terkait biaya
pendidikan, orang tua juga harus berperan aktif di dalamnya, selian
66 Z, wawancara, pada tanggal 09 Desember 2017 di rumah
































orang tua masyarakat di sekitarnya yang sekiranya mampu
membantunya ya apasalahnya, kan gitu. Pendidikan anak sekarang
itu penting apalagi sekarang zamannya sudah semakin modern
masak daya saingnya meskipun anak desa mau kalah sih. Semangat
belajarnya tetap dipertahankan dan jangan lupa terus berdo’a agar
urusannya lancar dan dimudahkan oleh Allah.”67
C. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa
Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan
teori Fungsionalisme structural Talcot Parson
Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah
perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang
pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational
regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education), serta istilah
lain yang mirip dengan istilah tersebut.68
Suatu kebijakan dapat diambil dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi
oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripansi antara
dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein). Sedangkan
kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan
kesenjangan (descripansi) atau mendekatkan antara dunia cita-citadengan
dunia nyata tersebut.69
67 F, wawancara, pada tanggal 13 Desember 2017 di rumah tetangga
68 Arif Rohman,Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2012), 85
69 Arif Rohman,Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2012, 87
































Masalah yang dihadapi masing-masing suatu bangsa sangat beragam
dengan bobot kesulitan yang beragam pula. Bangsa Indonesia sebagai salah
satu bangsa di dunia juga menghadapi masalah dalam bidang pendidikan.
Masalah yang dihadapi bangsa indonesia ini mencakup lima pokok masalah,
yaitu:
1. Masalah pemerataan pendidikan,
2. Masalah daya tampung pendidikan,
3. Masalah relevansi pendidikan,
4. Masalah kualitas pendidikan, dan
5. Masalah efesiensi dan efektifitas pendidikan.70
Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan
bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan
sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Pada
masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer,
dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan
sangatlah penting peranannya. Orang-orang berlomba untuk dapat
mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk mengejar teknologi yang
semakin canggih. Tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat tidak dapat
mengenyam pendidikan secara layak, baik dari strata tingkat dasar sampai
70 Suryati Sidharto, Pembaharuan Pendidikan dan Latar Belakangnya, dalam Dirto Hadisusanto,
Pengantar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1995), 202.
































jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang sudah
dapat mengenyam pendidikan dasar namun pada akhinya putus sekolah juga.
Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam
pendidikan atau putus sekolah seperti diantaranya keterbatasan adanya
pendidikan karena kesulitan ekonomi, kurangnya niat seseorang individu
untuk mengenyam pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah
terpencil atau daerah tertinggal dan selain itu karena adanya faktor lingkungan
(pergaulan). Selain itu yang menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah,
diantaranya yang berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan
karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat
bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena
tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah dan lain-lain.
Putus Sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan
yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk
dipecahkan penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi, tetapi ada
juga yang disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga, dan lain-lain.
Pemenuhan hak pendidikan tersebut diperoleh secara formal di sekolah,
secara informal melalui keluarga. Khususnya pendidikan formal tidak
semua anak mendapatkan haknya karena kondisi-kondisi yang
memungkinkan orang tuanya tidak dapat memenuhinya. Kemiskinan
karena tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor
































yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang
pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah.
Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun yaitu
pendidikan SD dan SMP, apabila dilihat dari umur mereka yang wajb
sekolah adalah 7–15 tahun.Pendidikan merupakan hak yang yang sangat
fundamental bagi anak. Hak yang wajib dipenuhi dengan kerjasama dari
orang tua masyarakat dan pemerintah. Namun tidaklah mudah untuk
merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun,
karena pada kenyataannya masih banyak angka putus sekolah. Meskipun
dasar hukum untuk peningkatan pendidikan sangat kuat, namun pendidikan
masih merupakan persoalan yang dari tahun ke tahun terus meningkat.
Seperti yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya
pencerdasan kehidupan bangsa, jadi bagaimana sekarang sikap pemerintah
dan masyarakat harus dapat menyikapi hal tesebut, karena secara tidak
langsung orang yang tidak mengenyam pendidikan formal akan dekat
dengan kebodohan dan kemiskinan. Hal ini harus menjadi pusat perhatian
oleh para pemerintah sebagai peranya dalam pengentasan anak putus
sekolah, agar permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat
terpecahkan sehingga angka putus sekolah menurun bahkan seluruh anak
dapat mengenyam pendidikan.
































Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami
keterlantaran untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masa anak anak
merupakan tahapan penting dalam pembentukan dasar–dasar kepribadian
di kemudian hari. Masa untuk berkreatifitas secara konkrit, di mana anak-
anak mengembangkan kemampuan menganalisa dan mengelola pola relasi
sosial dalam hubungannya dengan kemampuan memecahkan berbagai jenis
masalah yang dihadapi. Kemampuan tersebut akan berguna bagi hidupnya
di kemudian hari. Masalah anak putus sekolah ini juga terjadi di Kabupaten
Pamekasan, berdasarkan data yang ada bahwa untuk saat ini angka
partisipasi sekolah anak umur 7-12 pada jenjang SD/ yang sederajat yaitu
100%, artinya untuk SD di kabupaten pamekasan ini tidak ada yang putus
sekolah atau semuanya sekolah. sedangkan untuk umur 13-15 tahun pada
jenjang SMP/ yang sederajat ini angka partisipasi sekolah mencapai
98,6%. Hal ini berarti anak yang putus sekolah pada jenjang ini sekitar
1,46% yang kebanyakan berasal dari wilayah utara dan tengah. Di dasarkan
pada peta wilayah kabupaten pamekasan, Kecamatan larangan merupakan
salah satu kecamatan yang ada di bagian tengah. Hal ini didukung dengan
data angka partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.













































Sumber: Data desa Larangan Luar
Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi masalah putus sekolah
anak MTs/SMP, dikarenakan angka partisipasi SMP/MTs lebih sedikit
dibandingkan dengan angka partisipasi SD/MI. Seringkali anak yang putus
sekolah di Desa Larangan ini, masalah anak putus sekolah ini menimpa
anak dari keluarga miskin dan beum ditemukan oleh peneliti anak putus
sekolah di kalangan kaum elite (Kaya). Berdasarkan hasil penelitin di
lapangan ditemui beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak putus
sekolah untuk tingkat MTs/SMP, diantaranya sebagai berikut:
1. Menikah di usia muda baik karena keinginan sendiri atau desakan
dari orang tua
2. Minimnya pendapatan keluarga sehingga biaya menjadi
penghalang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya
































3. Merantau karena tuntutan ekonomi baik di dalam atau di luar kota
bahkan ada yang sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan Arab
Saudi.
Berbicara mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi
anak putus sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pemerkasan tidak lepas dari kajian teoritiknya yaitu Teori
Fungsionalisme structural karya Talcot Parson. Teori structural fungsional
membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan
bagaimana perilaku tersebut berada dalam (dapat mempertahankan)
kondisi keseimbangan dalam organisasi/ masyarakat. Persoalan mendasar
yang dihadapi setiap organism sosial adalah bagaimana agar tetap dapat
bertahan dan pola interaksi antar subsistem yang terjadi di dalamnya dapat
mempertahnkan keutuhan system tersebut.71
Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif
di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang
terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan
bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian
yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan
menyebabkan ketidak-seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan
perubahan pada bagian lain
71 Sindung Haryanto, Spektum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern, (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), 20
































Demi kelangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan
fungsi-fungsi tersebut, Talcott Parsons percaya bahwa ada empat
persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa
berfungsi. Keempat persyaratan itu disebut AGIL, AGIL adalah singkatan
dari Adaftation (A), Goal Attaiment (G), Integration (I), dan latency
(pattern maintenance) (L).
Sistem tindakan diperkenalkan parson dengan skema AGILnya
yang terkenal. Parson meyakini bahwa terdapat empat karakteristik
terjadinya suatu tindakan, yakni Adaptation, Goal Atainment, Integration,
Latency. Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memeninuhi empat
criteria ini. Dalam karya berikutnya , The Sociasl System, Parson melihat
aktor sebagai orientasi pada situasi dalam istilah motivasi dan nilai-nilai.
Terdapay berberapa macam motivasi, antara lain kognitif, chatectic, dan
evaluative. Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggungjawab terhadap
sistem sosoial ini, antara lain nilai kognisi, apresiasi, dan moral. Parson
sendiri menyebutnya sebagai modes of orientation. Unit tindakan
olehkarenaya melibatkan motivasi dan orientasi nilai dan memiliki tujuan
umum sebagai konsekuensi kombinasi dari nilai dan motivasi-motivasi
tersebut terhadap seorang aktor.
ketika kebijakan pemerintah dalam menanggulangi anak putus
sekolah dikaitkan dengan toeri fungsionalisme Struktural oleh Talcot
Parson, maka tercipta skema sebagai berikut:
































a. Adaptasi (adaftation): supaya masyarakat bisa bertahan dia harus
mampu menyesuaiakan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan
lingkungan dengan dirinya.
Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah
dalam menanggulangi anak putus sekolah adalah pemerintah daerah
khususnya Dinas pendidikan kabupaten pamekasan harus
menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam artian harus bisa
beradaptasi dengan komponen-komponen yang yang bisa membantu
proses penanggulangan anak putus sekolah tersebut, diantaranya
dengan kepala Desa Larangan Luar, pihak LSM, Media online untuk
mempercepat penyebaran data atau berita serta dengan berbagai pihak
kepala sekolah untuk bisa membantu ketercapaian program.
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Mampu bekerja sama dengan kepala desa
Mampu bekerja sama dengan media online
Mampu bekerja sama dengan pihak LSM
G
Program penanggulangan






Hubungan yang baik anatara pemerintah
Kabupaten, kecamatan, aparat Desa dan
masyarakat khususnya dalam realisasi
program dan pendataan anak yang putus
sekolah dan layak mendapatkan bantuan
dari pihak pemerintah
































b. Pencapaian tujuan (goal attaiment): sebuah sistem harus mampu
menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang
telah di rumuskan itu.
Tujuan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu
penanggulangan anak putus sekolah di Desa Larangan Luar
Kecamatan larangan Kabupaten pamekasan. Untuk mencapai tujuan-
tujuan ini pemerintah sebagai pemilik otoritas harus berusaha
mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Usaha ini
diaplikasikan dengan berbagai program misalnya dengan pemberian
BSM dan KIP bagi mereka yang perekonomiannya rendah. Selain itu
dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan kepada
masyarakat kabupaten pamekasan dengan kemasan yang menarik,
misalnya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini dengan
menghadirkan narasumber yang handal yaitu mantan ketua
Mahkamah Konstitusi saat acara temu alumni mahasiswa Pamekasan-
Jogja agar bisa memotivasi masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi
arti pentinnya pendidikan bagi generasi bangsa.
c. Integrasi (integration): masyarakat harus mengatur hubungan diantara
komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.
Seperti halnya dengan penanggulangan anak putus sekolah di
Desa Larangan Luar ini, pemerintah Daerah khususnya Dinas
Pendidikan kabupaten pamekasan harus bisa berintegrasi dengan baik
































bersama Pemerintah Kecamatan Larangan, Kepala Desa Larangan
Luar serta masyarakat Larangan Luar. Dikarenakan jiaka hanya satu
lembaga pemerintahan saja yang berjalan tujuannya tidak akan
berjalan dengan maksimal. Hal bisa diartikan bahwasanya jika hanya
Dinas pendidikan saja yang beekerja dan tidak kerja sama yang baik
dengan kepala desa dan masyarakat Desa, maka hanya akan
menciptakan program penanggulangan yang kurang tepat sasaran.
d. Latensi (Latency) atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: setiap
masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui
baik individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan
mempertahankan motifasi-motifasi itu. 72.
Agar program penanggulangan anak putus sekolah ini tetap
bisa berjalan dengan baik sehingga kualitas pendidikan di Desa
Larangan ini bisa lebih baik, maka setiap pemerintah dan masyarakat
harus tetap bisa memepertahankan fungsinya dengan baik. Misalnya
masyarakat sebagai pendudkung program penanggulangan anak putus
sekolah di Desa Larangan Luar, jangan hanya mengandalkan tindakan
dari pemerintah, namun harus mampu mempertahankan sendiri
dengan cara terus memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-
anaknya agar terus timbul semangat belajar dalam jiwa generasi
bangsa.
72 George Ritzer,dkk. Teori Sosiologi. (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), hal. 256
































Jika Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi anak putus
Sekolah di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten
Pamekasan ini dikaitkan dengan teori fungsionalisme structural karya
Talcot Parson ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam menanggulangi
putus Sekolah pemerintah Kabupaten Pamekasan khsususnya yang
bergerak dalam bidang pendidikan harus mampu bekerja sama yang
baik dengan pemerintah Kecamatan larangan dan juga tidak lepas
pula mengikutsertakan jajaran pemerintahan Desa Larangan
khususnya masyarakat Desa larangan agar tujuan awal (goal
attainment) yang dalam hal ini menanggulangi anak putus Sekolah
dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan jika ada salah satu
struktur masyarakat yang tidak berintegrasi (Integration) dengan baik
maka tujuan untuk menanggulangi anak putus Sekolah akan gagal
atau tidak berjalan dengan baik.



































Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi anak putus sekolah di Desa
Larangan Luar kecamatan Larangan ini sebagai berikut dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya:
1. Kebijakan pemerintah
a. Dinas pendidikan Kabupaten Pamekasan
1.) bekerja dengan Kepala desa terutama dalam mencari anak putus
sekolah yang ada di Desa
2.) melakukan kerja sama dalam budang publikasi dengan media
online kabar Madura melalui MoU yang berlangsung sejak tanggal
agustus 2017
3.) mendukung program sosialisasi pentingnya pendidikan kepada
masyarakat seperti pada acara temu alumni mahasiswa pamekasan
Jogja bertempat di hotel Front One Pamekasan dengan
menghadirkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD
sebagai pembicara mengenai pentingnya pamekasan untuk
menjaga martabatnya sebagai kota pendidikan dengan didukung
dengan kualitas dan kuantitas pendidikan yang baik.
































4.) pemberian BSM di berbagai sekolah yang biasanya oleh komite
sekolah dibagi rata sesuai keputusan yang telah disepakati.
5.) pemberian KIP disesuaikan data yang ada di Dinas Sosial.
b. Kebijakan Kecamatan Larangan
Mendukung penuh terhadap program pemerintah dengan cara
melakukan sosialisai kepada kepala desa untuk mengelola keuangan
dana Desa dengan baik khususnya dalam bidang pendidikan
c. Kebijakan kepala desa Larangan
1.) Bekerja sama dengan kepala sekolah untuk jemput bola dalam
menanggulangi anak putus sekolah
2.) Mengeluarkan surat keterangan tidak mampu bagi mereka yang
benar-benar membutuhkan
3.) Mendata anak yang layak untuk mendapatkan bantuan dalam
bidang pendidikan.
2. Faktor terjadinya anak putus sekolah
Seringkali ditemukan dalam masyarakat Desa Larangan Luar ada
beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak putus sekolah diantaranya:
a. Kurangnya motivasi dari orang tua
b. Tingkat Perekonomian rendah
c. Program pemerintah yang kurang tepat sasaran
d. Adanya budaya malas di dalam diri anak

































Melihat berbagai faktor yang bisa meyebabkan terjadinya anak putus
sekolah, sebaiknya pemerintah harus lebih meningkatkan program
pelayanannya kepada masyarakat karena berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti masih ditemukan lapisan masyarakat yang belum
terjangkau program-program pemerintah. Selain itu dalam penanggulangan
anak putus sekolah ini jangan hanya mengandalkan pemerintah saja untuk
menanggulanginya, namun masyarakat juga harus mendudkung pemerintah
dalam mewujudkan pamekasan anti anak putus sekolah. Hal ini dikarenakan
dalam hasil penelitian ini anak yang putus sekolah tersebut cenderung karena
kurangnya motivasi dari orang tua sehingga mengakibatkan lunturnya
semangat anak untuk belajar. Dalam menempuh pendidikan sebaiknya orang
tua juga mendukung anaknya untuk tetap melanjutkan sekolahnya dengan cara
tetap mempertahankan dan memperbaiki system perekonimian yang mereka
miliki.
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